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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan sebagai perjanjian yang suci telah melahirkan hak dan 

kewajiban antara suami istri. Istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

suami, sebaliknya pada saat yang sama suami mempunyai kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh istri kewajiban dalam ajaran Islam maupun peraturan-peraturan 

yang berlaku di Negara Indonesia adalah perwujudan dari nilai kemanusian dan 

keadilan. Perkawinan sebagai perjanjian yang suci telah melahirkan hak dan 

kewajiban antara suami istri. Istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

suami, sebaliknya suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri.1  

Berkenaan dengan perkawinan diungkapkan salah satunya dalam Al-

Qur’an surat Ar Rum ayat 7: 

ٖۤ انَۡ خَ  وَدَّةً وَمِنۡ اٰيٰتِه  ا اِليَۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُمۡ مَّ نۡ انَۡفسُِكُمۡ ازَۡوَاجًا ل ِتسَۡكُنوُٖۡۤ لَقَ لكَُمۡ م ِ

رَحۡمَةً  يٰتٍ ل ِقوَۡمٍ يَّتفََكَّرُوۡنَ ؕ  وَّ   اِنَّ فِىۡ ذٰ لِكَ لََٰ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu 

rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Al-Qur’an surat Ar-
rum : 21) 

 

Prinsip-prinsip Hukum Perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan 

Al-Hadist, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis Hukum melalui Undang-

                                                           

1
 Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” Jurnal Hukum 

Keluarga Islam 4, no. 2 (2019): 143–65. 
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Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 

mengandung 7 (tujuh) Asas atau kaidah Hukum, sebagai berikut: 

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami dan Istri perlu 

saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan 

kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. 

2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan 

bagi pihak yang akan melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh 

petugas yang berwenang. 

3. Asas Monogami terbuka, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-

hak istri bila lebih dari seorang, maka cukup satu orang istri saja. 

4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat 

melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik 

dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada 

perceraian. 

5. Asas mempersulit terjadinya perceraian. 

6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam 

kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena 

itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan 

bersama oleh suami dan istri. 

7. Asas pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan mempermudah 

mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan. 
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Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendefinisikan 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Undang-undang perkawinan dan hukum islam memandang bahwa 

perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga 

dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan 

perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, 

yaitu   pencatatan   di   Kantor   Urusan   Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil. 

Sedangkan menurut R. Subekti mengatakan   bahwa perkawinan adalah pertalian 

yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama2 

sebagaimana ditegaskan pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan.  

Diketahui bahwa perkawinan pada hakekatnya menyatukan dua 

kepribadian yang berbeda dan hal ini sering menimbulkan pertengkaran yang 

berakibat pada perceraian. Perceraian terjadi disebabkan tidak adanya kesadaran 

masing-masing individu untuk menyadari kelemahan masing- masing. Perceraian 

terjadi juga karena egoisme masing-masing individu sehingga perceraian menjadi 

akhir yang ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran. 

Perceraian menurut hukum agama islam yang telah dipositifkan dalam 

pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan 

                                                           

2
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, Kencana, Jakarta: 1991, h.23. 
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dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mencakup:  

1. “cerai-talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya   oleh dan 

atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan 

berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan 

(diikrarkan) didepan sidang Pengadilan Agama; 

2. “cerai-gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas 

ionisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku 

beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Sedangkan perceraian menurut C.S.T Kansil, adalah pengakhiran suatu 

pernikahan karena suatu sebab, dengan keputusan hakim3. Dengan berakhirnya 

perkawinan, maka akan berakibat kepada tiga hal, yaitu: 

1. Putusnya perkawinan antar suami istri. 

2. Harus dibaginya harta bersama. 

3. Tentang pemeliharaan anak.  

Ketentuan terhadap putusnya perkawinan dan akibatnya bagi suami istri 

yang diatur dalam Pasal 41 Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 

mana di dalamnya dijelaskan kewajiban-kewajiban mantan suami dalam 

menjamin perekonomian anak-anak dan mantan istrinya.  

                                                           

3
 C.S.T.    Kansil    dalam    Rachmadi    Usman, Aspek-Aspek Hukum    Perorangan 

&Kekeluargaan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 
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Berkenaan dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada 

istri diungkapkan lebih rinci dalam al-quran surat At-Thalaq ayat 7 sebagai 

berikut: 

 ُ ُ ۚ لََ يكَُل ِفُ اللََّّ ا آتاَهُ اللََّّ  لِينُْفِقْ ذوُ سَعَةٍ مِنْ سَعتَِهِۖ  وَمَنْ قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ فَلْينُْفِقْ مِمَّ

ُ بَعْدَ عُسْرٍ يسُْرًا  نَفْسًا إلََِّ مَا آتاَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللََّّ

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut 

kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi 

nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak 

membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan 

Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah 

kesempitan (Al-Quran Surat At-Thalaq:7).4  

 

Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-

pokok Kepegawaian adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang setelah 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan 

abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah 

laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.  

Pengaturan hukum khusus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 

terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin 

Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 

Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.  

                                                           

4
 Yulianti Yulianti, “Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah,” Syariah Darussalam: 

Jurnal Ilmiah Kesyariahan Dan Sosial Masyarakat 6, no. 2 (2022). 
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Adanya kekhususan ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil merupakan 

unsur aparatur sipil negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan baik 

bagi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak, dan taat pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang tidak 

menaati atau melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian 

Pegawai Negeri Sipil akan dijatuhi hukuman disiplin. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin 

Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 

Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, 

berkenaan dengan kewajiban pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil untuk 

anak-anak dan mantan istrinya ditentukan dalam Pasal 8, yaitu:  

1) Apabila perceraian terjadi· atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia 

wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan 

anak-anaknya; 

2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai 

Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan istrinya, dan 

sepertiga untuk anak atau anak-anaknya; 

3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib 

diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istrinya ialah setengah 

dari gajinya; 

4) Pembagian gaji kepada mantan istri tidak diberikan apabila alasan perceraian 

disebabkan karena istri berzinah, dan atau rnelakukan kekejaman atau 
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penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri 

menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri 

telah rneninggalkan suami selarna dua tahun berturut-turut tanpa izin suami 

dan tanpa alasan yang sah atau karena hal Jain diluar kemampuannya; 

5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas 

bagian penghasilan dari mantan suaminya; 

6) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak berlaku, apabila istri 

meminta dicerai karena dimadu, dan atau suami berzinah dan atau suami 

melakukan kekejaman atau penganiayaan·berat baik  lahir maupun batin 

terhadap istri, dan atau suami menjadi  pemabuk, pemadat, penjudi yang 

sukar disembuhkan, dan atau  suami telah meninggalkan istri selama dua 

tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal 

lain diluar kemampuannya; 

7) Apabila mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, 

maka haknya atas bagian gaji dari mantan suaminya menjadi hapus terhitung 

mulai ia kawin lagi. 

Peraturan ini menegaskan bahwa ketika terjadi perceraian Pegawai 

Negeri Sipil maka aturan ini berlaku dan mengikat kepada Pegawai Negeri Sipil 

untuk dipatuhi. Sebagaimana diamati ketika hubungan Pegawai Negeri Sipil pria 

dan istrinya sudah putus dan akta cerai telah diterima oleh kedua belah pihak 

seringkali terjadi Pegawai Negeri Sipil pria tidak melaporkan tentang perceraian 

tersebut dan sering kali terjadi pengaduan dan keluhan dari mantan istri Pegawai 

Negeri Sipil yang hak-haknya telah diingkari. Kondisi ini memberikan makna 
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bahwa Pegawai Negeri Sipil pria telah lalai akan kewajibannya sehingga hak 

anak-anak dan mantan istri akan sebagian gaji yang menjadi haknya telah 

dilanggar, secara yuridis ketika Pegawai Negeri Sipil telah melanggar peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut di sanksi 

sebagaimana ditegaskan dalam pasal (16) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 

1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil berupa hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Lemahnya implementasi peraturan tersebut memicu terbitnya Surat 

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2022 Tanggal 

18 Maret 2022 Tentang Penegasan Kembali Surat Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor K.26-30.N.99-6/99 Tanggal 11 Oktober 2016 yang menegaskan 

bahwa Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan  Norma,  

Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN sesuai dengan Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara   serta  

banyaknya   surat  pengaduan   terkait  dengan  permasalahan pemberian  sebagian  

gaji  kepada  mantan  istri dan  anak-anak  Pegawai  Negeri  Sipil perihal  

penjelasan mengenai kewajiban pemberian  sebagian gaji kepada mantan istri dan 

anak-anak Pegawai Negeri Sipil, yaitu : 
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1. Dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian, khususnya pembagian gaji 

terhadap mantan istri Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian, diharapkan 

kepada setiap Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi agar 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud; 

2. Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memerintahkan bendahara dan/atau 

pengelola sistem pembayaran gaji yang digunakan untuk memotong sebagian 

gaji yang menjadi hak mantan istri dan/atau anak-anak PNS; 

3. Menjatuhkan salah satu hukuman disiplin tingkat berat kepada Pegawai 

Negeri Sipil yang menolak untuk memberikan sebagian gaji kepada mantan 

istri dan/atau anak-anak PNS; 

4. Hukuman Disiplin tidak mengugurkan kewajiban PNS untuk memberikan 

sebagian gaji yang merupakan hak mantan istri dan/atau anak-anak PNS. 

Untuk selanjutnya Pejabat yang Berwenang (PyB) Instansi memantau 

dan melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian   Negara perihal pelaksanaan  

tindak lanjut Surat Kepala BKN Nomor:  K.26-30N.99-6/99 tanggal 11 Oktober 

2016 tentang Penjelasan  mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada 

mantan istri  dan anak-anak  PNS. 

Dengan demikian kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah No. 10 

Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 

Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 
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perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sudah sangat tegas dan mutlak untuk 

dilaksanakan. 

Pengadilan Agama Curup yang bertugas dan berwenang dalam 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dalam 

wilayah hukumya berdasarkan pasal (49) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama telah menyelesaikan 10 perkara Cerai Talak Pegawai Negeri 

Sipil di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup yang telah diputus dan telah 

berkekuatan hukum tetap tahun 2021 dan 2022 berdasarkan keterangan dari 

petugas informasi Pengadilan Agama Curup. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas melatarbelakangi penulis akan 

melakukan Penelitian dengan judul “Implementasi Kewajiban pemberian 

Sebagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian di Kabupaten Rejang 

Lebong”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada tentang bagaimana implementasi atas 

kewajiban pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian 

terhadap mantan istri dan anak-anaknya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 

Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 

Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong 
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dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Curup untuk perkara cerai-talak Tahun 

2021 dan 2022 dilihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat dan juga di lihat 

dari aspek normatif yang disarakan pada peraturan perundang-undangan serta 

aspek keadilan yang di timbulkan dari peraturan-peraturan yang berlaku tersebut. 

C. Rumusan Masalah                    

Permasalahan yang menjadi isu hukum dalam Penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana implementasi kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan 

istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian ditinjau dari 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada 

Pengawai Negeri Sipil di Kabupaten Rejang Lebong? 

2. Apa kendala-kendala sehingga sulitnya mengimplementasikan peraturan ini 

di Kabupaten Rejang Lebong? 

3. Apa tindak lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam 

mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kewajiban pemberian sebagian 

gaji kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 
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perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Kabupaten Rejang Lebong. 

2. Untuk mengetahui apa-apa saja kendala dalam implementasi kewajiban 

pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri 

Sipil ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin 

Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan atau manfaat diadakannya Penelitian ini diharapkan: 

1. Sebagai usaha untuk menemukan solusi atas permasalahan kepatuhan 

Pegawai Negeri Sipil terhadap tanggung jawabnya kepada mantan istri dan 

anak-anaknya pasca perceraian. 

2. Sebagai langkah pengkajian teori hukum dalam melihat adanya situasi 

konkret dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 

3. Secara Praktis juga diharapkan dan menambah wawasan para pembaca dan 

memberikan masukan bagi Pegawai Negeri Sipil serta pejabat-pejabat terkait 

dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. 
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4. Salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister 

dalam bidang Hukum Keluarga Islam (M.H.) di Program Pasca Sarjana 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN 

 

 

1. Perceraian Pegawai Negeri Sipil 

 

Perceraian menurut hukum agama islam yang telah dipositifkan dalam 

pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta 

Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan mencakup:  

1. “cerai-talak” yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh 

dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi 

dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu 

dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama; 

2. “cerai-gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan 

atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan 

berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan 

Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Sedangkan perceraian menurut C.S.T Kansil, adalah pengakhiran suatu 

pernikahan karena suatu sebab, dengan keputusan hakim.1 Dengan 

berakhirnya perkawinan, maka akan berakibat kepada tiga hal, yaitu: 

1. Putusnya perkawinan antar suami istri. 

                                                           
1 C.S.T. Kansil dalam Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan & 

Kekeluargaan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 
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2. Harus dibaginya harta bersama. 

3. Tentang pemeliharaan anak.  

Ketentuan terhadap putusnya perkawinan dan akibatnya bagi suami 

istri yang diatur dalam Pasal 41 Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan yang mana di dalamnya dijelaskan kewajiban-

kewajiban mantan suami dalam menjamin perekonomian anak-anak dan 

Mantan istrinya. 

Mengenai perceraian bagi PNS diatur juga dalam Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang 

Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan 

sebelum melaksanakan perceraian PNS yang bersangkutan harus terlebih 

dahulu memperoleh izin dari pejabat, aturan tersebut terdapat pada Pasal 3 

yang berbunyi sebagai berikut:2  

1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib 

memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. 

2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau 

bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk 

memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis. 

                                                           
2 Sobhan Sobhan et al., “Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri Oleh PNS 

Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau Dari Hukum Islam,” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan 

Pranata Sosial Islam 4, no. 2 (2022): 153–64. 
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3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan 

perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan 

alasan yang lengkap yang mendasarinya. 

Ketentuan ayat (1) di atas berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan 

melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan 

gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari 

pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan 

perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari 

pejabat sebelum melakukan perceraian. 

Penjelasan Peraturan Pemerintah ini menjelaskan ayat (2), bahwa 

permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada pejabat secara 

tertulis melalui saluran hierarki, sedangkan tergugat wajib memberitahukan 

adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran 

hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah 

menerima gugatan perceraian. (Penjelasan PP 45/1990) 

Sebagaimana wajibnya bagi pejabat untuk memperhatikan alasan-

alasan yang diajukan untuk mendapat izin beristri lebih dari seorang, pejabat 

yang bersangkutan juga harus memperhatikan alasan-alasan yang diajukan 

dalam permintaan izin untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri 

Sipil, hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi:3  

1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan 

                                                           
3 Rita Faura, “Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Klas Ia 

PadanG,” UNES Journal of Swara Justisia 5, no. 2 (2021): 198–209. 
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seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin 

dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 

2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam 

permintaan surat izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus 

meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil 

yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang 

dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. 

3) Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu 

merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara 

memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat. 

Dilanjutkan dalam Pasal 7 yang menjelaskan bahwa izin perceraian 

dapat diberikan apabila memenuhi alasan-alasan yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, berikut bunyi pasalnya:4  

1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada 

alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 

2) Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau 

penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

istri, tidak diberikan oleh pejabat. 

3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila: 

a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai 

Negeri Sipil yang bersangkutan. 

                                                           
4 Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan 

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.” 
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b. Tidak ada alasan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) 

c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. 

Alasan yang disebutkan dalam ayat (2) di atas dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditetapkan bahwa salah satu alasan 

dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau 

penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

suami/istri. Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 

perceraian karena alasan istri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan 

keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan 

memungkinkannya. Oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan 

tersebut tidak diberikan. 

Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif 

yang harus disertai syarat- syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil 

untuk minta izin beristri lebih dari seorang. 

Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil 

Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pegawai 

Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian harus mendapat izin atau 

permohonan dari pejabat terlebih dahulu. Pejabat yang tinggal di penggugat 

atau tergugat harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk izin atau 
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bukti tersebut. Surat permohonan izin atau pemberitahuan sidang cerai untuk 

memperoleh permohonan harus benar-benar beralasan.  

Perhatian tertuju pada isi pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 telah disepakati bahwa PNS harus mengajukan permohonan izin 

cerai kepada  pejabat kepegawaian yang berwenang secara tertulis. Namun 

khusus untuk PNS yang proses perceraiannya sudah diperiksa namun 

pengadilan belum memutuskan apakah tempat tinggal tetap dari orang yang 

terkena adalah penggugat atau tergugat, pengadilan harus memberitahukan 

adanya gugatan cerai tersebut kepada pejabat untuk mendapatkan keterangan 

dari pegawai negeri yang bersangkutan. Baik permohonan izin maupun 

pemberitahuan yang dilampirkan pada permohonan akta harus dengan jelas 

menyebutkan dasar hukum perceraian PNS. Izinkan permintaan yang 

disebutkan dalam pasal 3 Peratuaran Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, 

diturunkan kepada PNS melalui jalur hirarki. Artinya, permohonan cerai PNS 

akan diproses sesuai dengan proses internal instansi atau lembaga tersebut, 

dan juga akan diperhitungkan jenjang kerja yang ada pada lembaga atau 

instansi tersebut. Setiap atasan yang memberikan izin perceraian pegawai di 

lingkungannya sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 untuk mempertimbangkan dan menyerahkannya kepada pejabat melalui 

jalur hierarkis paling lama 3 bulan sejak diterimanya permohonan izin 

tersebut. Hubungan hukum adanya periode tersebut guna adanya komunikasi 

atasan kepada PNS untuk memberikan alasan-alasan hukum perceraian 

kepada atasan. 
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Kemudian pejabat, berdasarkan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 1990, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat 

lain di lingkungannya, seperti pejabat eselon IV dan lain-lain, untuk 

mengabulkan atau menolak izin tersebut sehubungan dengan permintaan izin 

yang dilakukan oleh pejabat golongan II dan panitera. bawah atau setara. Jadi 

dasar dari hal ini adalah “pengalihan kekuasaan” dari PNS kepada PNS 

lainnya dalam kaitannya dengan pemberian atau penolakan izin cerai yang 

diminta oleh PNS. Secara teoritis, kewibawaan negara diperoleh melalui tiga 

cara, yaitu berbagi, otorisasi dan mandat.  

Pegawai yang menerima permohonan izin cerai berdasarkan pasal 3 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, diwajibkan oleh pasal 6 nya 

untuk "memperhatikan dengan saksama" alasan-alasan yang disebutkan 

dalam surat permintaan pemberhentian dan pertimbangan kepala pejabat yang 

bersangkutan. Jika tidak ada alasan yang ditentukan dalam permohonan 

perceraian yang meyakinkan, petugas harus meminta keterangan tambahan 

dari pasangan atau istri dari pegawai negeri yang meminta atau dari pihak 

yang dianggap mampu memberikan keterangan yang meyakinkan.  

Sebelum untuk membuat keputusan, pejabat mencoba terlebih dahulu 

"mendamaikan" suami dan istri yang bermasalah dengan melakukan mediasi 

secara langsung untuk memberikan nasihat-nasihat. Untuk kelancaran dan 

keseragaman, maka berdasarkan surat edaran kepala daerah dikeluarkan 

pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang 

merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, 
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maka diterbitkan petunjuk pelaksanaan berdasarkan Surat Edaran Kepala 

Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang 

Pedoman pelaksanaan penyelesaian masalah perceraian PNS. Selain itu, 

instruksi eksekutif bagi PNS yang bekerja pada jabatan tertentu sesuai Surat 

Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 untuk mengatasi masalah 

perceraian adalah sebagai berikut: 

1. Pegawai yang bercerai berkedudukan sebagai berikut: 

a) Pimpinan lembaga tertinggi/lembaga tinggi negara, menteri, menteri 

kehakiman, pimpinan lembaga negara non kementerian kepala 

secretariat Otoritas tertinggi/tertinggi negaraGeneral Manager Bank 

Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Wilayah Luar 

Negeri, dan Kepala Administrator Daerah Tingkat 1 (sekarang 

Gubernur Provinsi), harus mendapat izin terlebih dahulu dari Presiden.  

b) Walikota/ Kepala Tingkat II (sekarang Bupati/Walikota), termasuk 

Wakil Pemerintahan/Walikota Tingkat II Walikota dan Walikota DKI 

Jakarta dan Walikota Administratif (saat ini bukan Walikota 

Administrasi, Pen-), harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri. 

c) Pengurus/Direktur bank milik negara dan badan usaha milik negara 

harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Presiden. 

d) Pengurus/Direksi BPD dan BUMD harus mendapat persetujuan 

terlebih dahulu dari Direktur Daerah Tingkat I dan Direktur Daerah 

Tingkat II yang bersangkutan (sekarang Gubernur/Walikota/Gubernur 

Provinsi, Pen-). 
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e) Anggota Lembaga Tinggi/Lembaga Tertinggi Negara, wajib 

mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri atau Instansi induk yang 

bersangkutan. 

f) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat yang mengurus 

administrasi pemerintahan Desa wajib mendapatkan izin terlebih 

dahulu dari Bupati/ Kepala Daerah Tingkat II. 

2. Yang harus dipenuhi adalah sama dengan ketentuan-ketentuan 

sebagaimana tersebut dalam angka II, angka IV Surat Edaran Kepala 

Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tanggal 26 

April 1983 dan angka II, III, IV surat edaran ini. 

Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan perceraian mempunyai 

akibat hukum yang berlaku untuk dirinya dan mantan istrinya menurut 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 

1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, hal 

ini dijelaskan dalam Pasal 8 yaitu:5  

1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka 

ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan Mantan istri 

dan anak-anaknya. 

                                                           
5 SH Muhammad Syaifuddin, SH Sri Turatmiyah, and SH Annalisa Yahanan, Hukum 

Perceraian (Sinar Grafika, 2022). 
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2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga 

untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk 

Mantan istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. 

3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang 

wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada Mantan istrinya 

ialah setengah dari gajinya. 

4) Pembagian gaji kepada Mantan istri tidak diberikan apabila alasan 

perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan 

kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin terhadap 

suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar 

disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun 

berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal 

lain di luar kemampuannya. 

5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas 

bagian penghasilan dari Mantan suaminya. 

6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila 

istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau 

suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun 

bathin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan 

penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan 

istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang 

sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 
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7) Apabila Mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, 

maka haknya atas bagian gaji dari Mantan suaminya menjadi hapus 

terhitung mulai ia kawin lagi. 

Pasal 8 di atas dapat dipahami dengan jelas bahwa, Pegawai Negeri Sipil pria 

yang bercerai tersebut hanya wajib menyerahkan sebagian gajinya jika 

perceraian itu atas kehendaknya dan bukan pula karena alasan yang berasal 

dari istinya sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) di atas. Pembagian gajinya 

ialah, jika ada anak maka sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil 

bersangkutan, sepertiga untuk mantan istrinya dan sepertiga untuk anaknya. 

Dan jika tidak ada anak, maka setengah gajinya untuk mantan istrinya. 

Namun, apabila istrinya yang meminta cerai dan alasannya bukan alasan yang 

berasal dari suami sebagaimana dalam ayat (6) maka mantan istri Pegawai 

Negeri Sipil tersebut tidak berhak atas gajinya. Dan pembagian gaji tersebut 

hapus terhitung mulai mantan istrinya kawin lagi6. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil 

 

Pemerintah Republik Indonesia mengetahui betul bahwa keberhasilan 

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dimulai dari kehidupannya dan 

keluarganya. Selain itu, sebagai aparatur pelayanan publik, PNS harus 

mampu mengelola rumah tangganya dengan baik dan benar. 

                                                           

6
 Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, 

Op. Cit, hlm 464-466 
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 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Pemerintah 

Nomor tentang Pembinaan Keluarga di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil. 

10/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pemerintah No. 45 

Tahun 1990 dan pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran BAKN No. 48 

Tahun 1990. 

 Surat edaran tersebut dimaksudkan sebagai pedoman penyelesaian 

masalah perkawinan dan/atau perceraian PNS berdasarkan ketentuan 

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Peraturan Pemerintah No. 10 

Tahun 1983. 

 Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 

1990 dapat dibaca dari beberapa aspek sebagai berikut: 

1. Perkawinan ini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan 

membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan 

ketuhanan Yang Maha Esa, poligami dan perceraian harus dihindari 

sebisa mungkin. 

2. Pejabat adalah bagian dari aparatur negara, penyelenggara negara dan 

aparatur masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi 

masyarakat dalam tingkah laku, perbuatan dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengatur 

kehidupan keluarga. 

3. Untuk memenuhi tugas tersebut, kehidupan PNS harus ditopang oleh 

kehidupan yang rukun, sejahtera, dan bahagia, agar setiap PNS tidak 
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terlalu terganggu dengan permasalahan keluarganya selama menjalankan 

tugas kedinasan. 

4. Untuk lebih meningkatkan dan memelihara disiplin PNS serta menjamin 

kepastian hukum dan keadilan, dipandang perlu mengubah beberapa 

peraturan tentang surat nikah dan cerai PNS sejak tahun 1983. 

 Untuk memahami kesadaran yang diperhitungkan saat menerbitkan 

Peraturan Pemerintah No. Menurut Pasal 45 Tahun 1990, hal ini juga dapat 

dianggap sebagai tujuan dikeluarkannya peraturan pemerintah ini, sekurang-

kurangnya agar PNS dapat mengatur rumah tangganya dengan baik dan 

mencegah perceraian. Sesuai dengan keteladanan dan keteladanan yang harus 

diberikan PNS kepada bawahannya dan masyarakat, maka PNS tunduk pada 

aturan disiplin yang tegas. Dalam hal perkawinan dan perceraian, PNS harus 

mendapat izin terlebih dahulu dari PNS yang bersangkutan. PNS laki-laki 

beristri lebih dari satu dan PNS perempuan yang menjadi istri kedua/ketiga 

atau keempat selain PNS harus mendapat izin terlebih dahulu dari PNS. 

Demikian pula PNS yang akan bercerai harus mendapat izin terlebih dahulu 

dari PNS 

 Dalam praktiknya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 

No. 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pejabat-pejabat tertentu yang harus tunduk 

pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, baik disengaja 

maupun tidak, dapat mengelak dari ketentuan tersebut. Beberapa usulan 

perubahan terkait kejelasan kewajiban mengurus izin jika terjadi perceraian, 

larangan pejabat perempuan menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan 
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pembagian gaji setelah perceraian. yang harus menjamin keadilan bagi kedua 

belah pihak. 

Diatur secara khusus dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 1990, yaitu: 

1. Apabila perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil 

pria, ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan   

Mantan Istri dan anak-anaknya. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan 

menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan Mantan Istri dan 

anak- anaknya, diwajibkan untuk membuat pernyataan tertulis. 

Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil 

pria yang bersangkutan, sepertiga untuk Mantan istrinya dan sepertiga 

untuk anak-anaknya. Seandainya dari perkawinan tersebut tidak ada 

anak, maka bagian gaji yang diwajibkan diserahkan oleh Pegawai 

Negeri Sipil pria kepada Mantan istrinya ialah setengah dari gajinya. 

2. Hak  atas bagian  untuk Mantan Istri  tidak  diberikan  bila perceraian 

terjadi atas kehendak istrinya, yaitu apabila perceraian terjadi karena 

Istri telah terbukti berzina dan/atau istri  telah terbukti melakukan 

kekejaman atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap 

suami, dan/atau Istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan   

penjudi   yang  sukar   disembuhkan  dan/atau   Istri terbukti telah 

meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami 

dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya. 
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3. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak 

atas penghasilan Mantan suaminya. 

4. Ketentuan ayat (4) tidak berlaku, jika istri minta cerai karena dimadu. 

Apabila Mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin 

lagi, maka haknya atas bagian gaji dari Mantan suaminya menjadi 

hapus terhitung dari ia kawin lagi. 

Pandangan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Menafkahi Mantan Istri 

Oleh Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 1990 

 

Isi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin 

Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil, tepatnya pada Pasal 8 yang menyatakan bahwa suami 

yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil jika menceraikan istrinya maka 

sepertiga gajinya wajib ia berikan pada mantan istrinya, bahkan jika dia tidak 

punya anak ia wajib memberikan setengah dari gajinya hingga mantan istri 

tersebut menikah lagi.7 Apabila isi aturan ini dianalisa dengan hukum Islam, 

hal memberikan gaji setelah bercerai dalam peraturan pemerintah ini dapat 

dipahami dan dipersamakan dengan nafkah iddah mantan istri. Permasalahan 

ini setelah diteliti melalui dalil-dalil dalam hukum Islam yang mengatur hak 

dan kewajiban suami istri setelah bercerai sebagaimana yang telah dipaparkan 

                                                           
7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor, “Tahun 1990 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi 

Pegawai Negeri Sipil,” 45AD. 
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sebelumnya, isi peraturan pemerintah ini tidak sesuai dengan ketentuan 

hukum Islam jika hanya dipandang dari beberapa alasan saja.  

Dari segi besaran nafkah yang wajib diberikan kepada mantan istri 

tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalaninya, tetapi tergantung 

pada bentuk perceraian yang dialaminya. Istri yang dicerai dalam bentuk talak 

raj’iy, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku 

sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk 

pakaian dan juga untuk tempat tinggal.8   

Jika dinyatakan hak nafkah yang diterima mantan istri adalah penuh 

sebagaimana yang berlaku sebelum ia diceraikan yaitu berhak mendapatkan 

nafkah dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian, serta tempat 

tinggal.9  Maka ukuran atau besaran nafkah yang diterimanya juga sama 

seperti nafkahnya ketika dalam ikatan perkawinan, yaitu sebagaimana 

pendapat Imam Syafi’iy dan pengikutnya bahwa kewajiban suami dalam 

menafkahi istri adalah berdasarkan kemampuan ekonomi suami, maka dalam 

hal menafkahi mantan istri juga didasarkan pada kemampuannya 

sebagaimana wajibnya dia menafkahi istrinya ketika dalam ikatan perkawinan 

yang sah. 

Berkenaan dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada 

istri diungkapkan lebih rinci dalam Al-Quran surat At-Thalaq ayat 7: 

                                                           
8 Oktavianti Oktavianti, “Analisis Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Hak-

Hak Istri Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Serang),” 2021. 
9 Sobhan et al., “Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri Oleh PNS Dalam 

PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau Dari Hukum Islam.” 
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 ُ ا آتاَهُ اللَّّ ُ لِينُْفِقْ ذوُ سَعَةٍ مِنْ سَعتَِهِۖ  وَمَنْ قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ فَلْينُْفِقْ مِمَّ  ۚ لََ يكَُل ِفُ اللَّّ

ُ بَعْدَ عُسْرٍ يسُْرًا  نَفْسًا إلََِّ مَا آتاَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّّ

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah 

menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah 

memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. 

Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa 

yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan 

kelapangan setelah kesempitan” (Al-Quran Surat At-Thalaq:7). 

 

Lain halnya yang diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 

Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri 

Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut yang menyatakan bahwa 

sepertiga gaji atau setengah dari gaji jika tidak ada anak wajib diberikan oleh 

Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada mantan istrinya. Jika Pegawai Negeri 

Sipil tersebut sudah memulai hidup baru dengan istri yang baru atau mungkin 

saja dia memiliki tanggungan selain mantan istrinya, maka bisa saja 

memberikan sepertiga atau setengah gajinya tersebut merupakan di luar 

kemampuannya, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 

Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak membahas keadaan 

seperti ini. 
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Hak Suami Atas Istri (Kewajiban Istri) 

Dalam kehidupan berumah tangga, masing-masing memiliki peran dan tanggung 

jawab yang berbeda, memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, 

diantaranya adalah: 

a. Taat dan patuh kepada suami 

Rasulullah mengajarkan kepada istri agar taat dan patuh kepada suaminya 

selama hal tersebut tidak dalam kemaksiatan. Karena ketaatan istri kepada 

suami akan membawa kemaslahatan dalam rumah tangga. Rasulullah bersabda 

bahwa ridho suami dapat menjadi sebab seorang istri masuk surge, sebagai 

mana sabda Rasullah SAW yang di riwayatkan oleh Imam Tirmidzi: 

 أيَُّمَا امْرَأةٍَ مَاتتَْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دخََلَتِ الْجَنَّةَ 

Artinya: ”Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suami nya ridha 

kepadanya makai a akan masuk surga”(HR.Tirmidzi dan Ibnu Majah)10 

Yang dimaksud hadist diatas jika seorang istri yang beriman meninggal dunia 

dan selama ia berumah tangga dan ia benar-benar menjalankan kewajibannya 

serta memperhatikan hak-hak suaminya hingga suaminya ridha kepadanya, 

maka ia dijamin masuk surga. 

Di dalam Alquran, kewajiban istri yang menjadi hak suami di jelaskan dalam 

surat An-Nisa’ Ayat 34: 

                                                           
10 Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulughul maram (Diterjemahkan oleh Khalifaturahman Dan 

Haer Haerudin). 
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جَالُ ٱ مُونَ عَلىَ  لر ِ لَ  لن ِسَاءِٓ ٱقوَََّّٰ ُ ٱبمَِا فَضَّ بعَْضَهُمْ عَلىََّٰ بَعْضٍ وَبمَِآ أنَفَقوُا۟  للَّّ

لِهِمْۚ  فَ  تُ ٱمِنْ أمَْوََّٰ لِحََّٰ تٌ ل ِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  لصََّّٰ فِظََّٰ تٌ حََّٰ نِتََّٰ ُ ٱقََّٰ تىِٱ وَ  ۚللَّّ تخََافوُنَ  لََّّٰ

مْ فَلََ  فَإنِْ أطََعْنَكُ  ۖضْرِبوُهُنَّ ٱوَ  لْمَضَاجِعِ ٱفِى  هْجُرُوهُنَّ ٱنشُُوزَهُنَّ فعَِظُوهُنَّ وَ 

َ ٱتبَْغوُا۟ عَلَيْهِنَّ سَبيِلًَ ۗ إِنَّ  كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا للَّّ  

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang 

lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 

harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah 

lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 

memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, 

maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 

pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu 

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 

lagi Maha Besar”(Surat An-Nisa’:34). 

Maksud ayat ini adalah suami memiliki tanggung jawab dan menjadi pemimpin 

dalam rumah tangganya, karena allah telah menjadikannya sebagai pemimpin. 

Allah memberi keutamaan pada laki-laki yang lebih besar dari pada wanita, 

karena dialah yang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Oleh karena 

itu, suami mempunyai hak istri nya yang senantiasa harus dipelihara, ditaati 

dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya.  

b. Mendapatkan peringatan apabila Nusyuz 

Salah satu hak suami atas istri adalah memberikan belajaran (ta’dib) oleh 

suaminya ketika sang istri berbuat Nusyuz, sebagaimana dijelaskan dalam 

Alquran surat An-Nisa’ Ayat 34: 
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جَالُ ٱ مُونَ عَلىَ  لر ِ لَ  لن ِسَاءِٓ ٱقوَََّّٰ ُ ٱبمَِا فَضَّ ىَّٰ بَعْضٍ وَبمَِآ أنَفَقوُا۟ بعَْضَهُمْ عَلَ  للَّّ

لِهِمْۚ  فَ  تُ ٱمِنْ أمَْوََّٰ لِحََّٰ تٌ ل ِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  لصََّّٰ فِظََّٰ تٌ حََّٰ نِتََّٰ ُ ٱقََّٰ تىِٱ وَ  ۚللَّّ تخََافوُنَ  لََّّٰ

 فَإنِْ أطََعْنَكُمْ فَلََ  ۖضْرِبوُهُنَّ ٱوَ  لْمَضَاجِعِ ٱفِى  هْجُرُوهُنَّ ٱنشُُوزَهُنَّ فعَِظُوهُنَّ وَ 

َ ٱا۟ عَلَيْهِنَّ سَبيِلًَ ۗ إِنَّ تبَْغوُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا للَّّ  

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang 

lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 

harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah 

lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 

memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, 

maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 

pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu 

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 

lagi Maha Besar” (Surat An-Nisa’:34). 

Pada ayat diatas menjelaskan apabila seorang istri Nusyuz terhadap suaminya, 

maka suami memiliki hak untuk memberikan pelajaran berupa nasihat, 

kemudian berpisah dari istri dalam hal tempat tidur (pisah ranjang) dan boleh 

memukul mereka dengan pukulan tidak menyakitkan. Seperti yang disebutkan 

didalam kitab sahih Muslim, dari Jabir, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa 

Nabi pernah bersabda dalam haji wada’nya: 

؛ ألَ يوُطِئنَ فرُُشَكم غيرَكم،  أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقًّا، ولكم عليهن حقٌّ

هونه بيوتكم إلَ بإذنكم، ولَ يأتيِنَ بفاحشةٍ، فإذا فعلنَ ذلك، ولَ يدُخِلنَ أحداً تكر

حٍ،  فإنَّ الله أذِنَ لكم أن تهَجروهُنَّ في المضاجع، وتضَربوهُنَّ ضرباً غير مُبَرِ 

فإن انتهينَ وأطعنكم، فعليكم رزقهُنَّ وكِسوتهُنَّ بالمعروف، وإنما النساء عوانٍ 

لأنفسهِنَّ شيئاً، أخذتموهُنَّ بأمانة الله، ولَ يَملكنَ  –يَعني أسيرات  –عندكم 
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واستحللتم فروجَهنَّ بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهنَّ خيرًا، 

 .ألَ هل بلغت، اللهم فاشهد

Artinya: “Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas istrimu, 

mereka juga mempunyai hak atasmu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak 

mereka atasmu, maka mereka juga mempunyai hak atas nafkahmu secara lahir 

maupun batin”. 

 

Berlaku lemah lembut terhadap mereka, karena sesungguhnya mereka adalah 

teman dan sahabatmu yang setia, serta halal hubungan suami-istri atas kalian. 

Dan kamu berhak melarang mereka memasukkan orang yang tidak kamu sukai 

ke dalam rumahmu 

 

Jika istri-istri kalian mengerjakan hal-hal tersebut, Allah mengizinkan kalian 

untuk mendiamkan mereka di tempat tidur dan memukul mereka namun jangan 

sampai melukai mereka. 

 

Jika mereka telah sadar dan bertaubat, mereka berhak mendapatkan nafkah 

dan pakaian dengan cara yang baik. Berbuat baiklah kepada para istri kalian, 

karena mereka seperti tawanan yang tidak memiliki sesuatu apa pun”.11 

 

3. Gaji Pegawai Negeri Sipil 

 

Adapun dasar hukum gaji atau penghasilan dari ayah/laki-laki 

beragama Islam menurut yaitu Al-Qur’an Surat Al Baqarah:233, bahwa: 

تُ يرُۡضِعۡنَ اوَۡلََدهَُنَّ حَوۡليَۡنِ كَامِليَۡنِ  ضَاعَةَ  وَالۡوَالِدَّٰ  ؕ  لِمَنۡ ارََادَ انَۡ يُّتِمَّ الرَّ

ۚۚ لََ   لََ تكَُلَّفُ نَفۡسٌ الََِّ وُسۡعَهَا ؕ وَعَلىَ الۡمَوۡلوُۡدِ لَهٗ رِزۡقهُُنَّ وَكِسۡوَتهُُنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ 

هَا وَلََ مَوۡلوُۡدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَّٰ لِكَ ۚ فَاِنۡ ارََاداَ تضَُارَّٓ وَالِدةٌَ ۢ بِوَلَدِ 

نۡهُمَا وَتشََاوُرٍ فَلََ جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا ا  فِصَالًَ عَنۡ ترََاضٍ م ِ ۚؕ وَاِنۡ ارََدْتُّمۡ انَۡ تسَۡترَۡضِعوُۡٓ

                                                           

11
 Muslim Ibnu Al-Hajaj Abu Hasan Al-Qusyairi Al-Naisaburi , Shaih Muslim 

(Beirut:Dar Al Ihya At-Turas al-Araby, 2022) 
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تيَۡتمُۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ اوَۡلََدكَُمۡ فَلََ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ اِذاَ سَلَّمۡ  آ اَّٰ َ ؕ تمُۡ مَّ ا انََّ اللّه َ وَاعۡلمَُوۡٓ  وَاتَّقوُا اللّه

 بمَِا تعَۡمَلوُۡنَ بَصِيۡرٌ 

 

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah 

menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang 

tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. 

Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin 

menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka 

tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu 

kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran 

dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Al-Qur’an Surat Al 
Baqarah:233). 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(ASN) mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil 

dan layak kepada Pegawai Negeri Sipil serta menjamin kesejahteraan PNS. 

Komponen gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil hanya terdiri dari 3 

macam yaitu gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. 

Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban 

kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai 

pencapaian kinerja. Sedangkan tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai 

dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah 

masing-masing. 

Konsep single salary pegawai hanya menerima satu jenis penghasilan 

yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Single salary 

sudah jamak digunakan di berbagai negara khususnya sektor pemerintah dan 
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publik. Single salary system terdiri atas unsur jabatan, kinerja, serta grade dan 

step. Grading adalah posisi jabatan, beban kerja, tanggung jawab dan resiko 

pekerjaan. Setiap grading dibagi lagi menjadi beberapa step dengan nilai 

rupiah yang berbeda. Jadi bisa saja seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai 

jabatan sama tetapi gajinya berbeda tergantung capaian kinerjanya. 

Namun penerapan single salary di Indonesia menghadapi kendala yang 

cukup berat terutama berkaitan dengan beban negara. Dengan sistem iuran 

dan pembayaran pensiun seperti berlaku saat ini dana yang dibutuhkan akan 

sangat besar jika memakai gaji tunggal. Seperti diketahui undang undang 

tentang pensiun Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa jumlah uang pensiun 

yang diterima bagi yang berhak sebesar 75% dari gaji pokok. Selain itu pajak 

yang ditanggung pemerintah akan bertambah pula karena dasar pengenaannya 

berbasis gaji pokok. 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji 

Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 15 disamping gaji pokok kepada Pegawai 

Negeri Sipil diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan, serta 

dalam Pasal 16 dijelaskan bahwa:12 

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristri/bersuami diberikan tunjangan 

istri/suami sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan 

apabila suami istri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, 

maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok 

lebih tinggi. 

                                                           
12 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 

Sipil 
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2. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat 

yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin, 

tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya, 

diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk 

tiap-tiap anak. 

3. Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan 

sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang 

anak angkat. 

 

4. Kajian Penulisan Yang Relevan 

 

Kajian Penulisan yang relevan merupakan uraian sistematis mengenai 

hasil-hasil Penulisan yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Penulis terdahulu 

dan memiliki keterkaitan dengan Penulisan yang dilakukan. Berikut adalah karya 

ilmiah yang berkaitan dengan Penulisan tesis penulis. Di dalam kajian pustaka ini 

banyak sekali karya ilmiah seperti buku-buku, Penulisan ataupun tesis yang 

mengangkat tentang nafkah istri pasca perceraian namun fokusnya berbeda-beda. 

Karya ilmiah lain yang membahas tentang nafkah pasca perceraian 

yaitu: 

1. Tesis Karya Ilmiah Dodi Efendi dengan judul Nafkah Mantan Istri Pegawai 

Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 399/Pdt. 

G/2009/Pa. Kbn Ditinjau Menurut Hukum Islam.13 Karya ilmiah ini berbeda 

dengan karya ilmiah yang akan penulis buat yaitu pada tesis ini hanya 

                                                           
13 Efendi, Dodi. Nafkah Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan 

Pengadilan Agama Nomor: 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Ditinjau Menurut Hukum Islam. Diss. 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. 
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menganalisis nafkah-nafkah yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama 

bukan penerapan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin 

Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil. 

2. Skripsi karya ilmiah Wildan Sirojuddin dengan judul Eksekusi Nafkah Istri 

Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak, Fakultas Syari’ah, Prodi 

Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 

2020.14  

Karya ilmiah ini berbeda dengan karya ilmiah yang akan penulis buat yaitu 

pada karya ilmiah ini hanya menganalisis nafkah mantan istri yang dilihat 

dari perspektif hukum islam bukan penerapan Peraturan Pemerintah No. 10 

Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri 

Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 

3. Skripsi karya ilmiah Siti Zakiyah dengan judul Nafkah Mantan Isteri Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Skripsi, 

Syariah Dan Ekonomi Islam.15  

                                                           
14 Wildan Sirojuddin, Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai 

Talak, Skripsi diterbitkan, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020). 
15 Zakiyah, Siti. "Nafkah Mantan Isteri Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Hukum 

Positif Dan Hukum Islam." (2004). 
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Karya ilmiah ini berbeda dengan karya ilmiah yang akan penulis buat yaitu 

pada karya ilmiah ini hanya menganalisis nafkah mantan istri yang dilihat 

dari perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia bukan penerapan 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 

1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 

4. Artikel karya ilmiah Hasanatul Jannah dengan judul Kompetensi Hukum 

Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian.16  

Karya ilmiah ini berbeda dengan karya ilmiah yang akan penulis buat yaitu 

pada karya ilmiah ini hanya menganalisis nafkah-nafkah mantan istri yang 

dilihat dari perspektif hukum islam bukan penerapan Peraturan Pemerintah 

No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai 

Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin 

Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 

5. Jurnal ilmiah Rendra Widyakso dengan judul Analisis Pelaksanaan Putusan 

Peradilan Agama Terhadap Nafkah Perceraian Dalam Prespektif Hukum 

Nasional dan Hukum Islam Bagi Pegawai Negeri Sipil.17  

                                                           
16 Hasanatul Jannah, Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian. 

Artikel diterbitkan De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 71-

79. 
17 Rendra Widyakso, Analisis Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah 

Perceraian Dalam Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Islam Bagi PEGAWAI NEGERI SIPIL, 

Artikel diterbitkan pada 2021. 
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Karya ilmiah ini berbeda dengan karya ilmiah yang akan penulis buat yaitu 

pada karya ilmiah ini hanya menganalisis nafkah mantan istri yang dilihat 

dari perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia bukan penerapan 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 

1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 

6. Jurnal ilmiah Badrul Hilmi dengan judul Rekonvensi Pembagian Gaji 

Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara 

No.4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar) Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, Tahun 2020. 

Karya ilmiah ini berbeda dengan karya ilmiah yang akan penulis buat yaitu 

pada tesis ini hanya menganalisis nafkah-nafkah yang diputus oleh hakim 

Pengadilan Agama Blitar bukan penerapan Peraturan Pemerintah No. 10 

Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri 

Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang penulis sebutkan diatas memiliki 

persamaan atau keterkaitan dengan Penulisan yang akan penulis lakukan, 

yakni sama-sama melakukan Penulisan yang membahas tentang pembagian 

gaji Pegawai Negeri Sipil dan nafkah mantan istri pasca perceraian. Namun 

juga memiliki perbedaan dengan Penulisan yang akan penulis lakukan, 
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perbedaanya yakni dalam Penulisan penulis akan menganalisis dan menelaah 

penerapan pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak 

Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 

Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kabupaten Rejang Lebong 

dan wilayah hukum Pengadilan Agama Curup langsung kepada pihak-pihak 

yang terkait dengan teknis pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil 

tersebut. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan 

yang mendalam berdasarkan fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas 

masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.  

Untuk memperoleh efektifitas langkah dan memaksimalkan hasil dari 

Penelitian, maka Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan objek. 

Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe kajian sosiologi hukum (sociology of 

law) yang mengkaji “law as it is in society”, yang bertolak dari pandangan bahwa 

hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel 

sosial yang empirik, dengan menggunakan pendekatan Penelitian yuridis 

sosiologis/sosiologi hukum, yaitu pendekatan Penelitian yang mempelajari 

pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam 

masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari 

paradigma ilmu empiris. Sehingga dalam Penelitian ini Peneliti melihat 

implementasi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan 

dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 

Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 

Penelitian yuridis sosiologis atau sosio-yurisprudensi dengan 

menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian 
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dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, artinya disamping melihat 

ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan 

dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 

1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 

yang mengatur izin perkawinan dan pasca perceraian Pegawai Negeri Sipil, 

Peneliti juga melihat langsung yang terjadi di lapangan atau field research. 

B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian 

Menurut Creswell1 ada 5 pendekatan dalam Penelitian kualitatif, yaitu: 

narrative, phenomenology, grounded theory, ethnography, dan case studie. 

Pendekatan Penelitian ini adalah fenomenologi. Studi fenomenologi tidak 

berfokus pada kehidupan dari seorang individu tetapi lebih pada konsep atau 

fenomena, dan bentuk studi ini berusaha untuk memahami makna pengalaman 

individu tentang fenomena ini. 

Fenomenologi adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari 

manusia sebagai sebuah fenomena yang biasa dihubungkan dengan ilmu 

hermeneutik, yaitu ilmu yang mempelajari arti daripada fenomena ini. 

Sebuah studi fenomenologis menggambarkan makna bagi beberapa 

individu mengenai pengalaman bersama mereka tentang sebuah konsep atau 

fenomena2 yang berfokus pada persepsi masyarakat terhadap dunia atau persepsi 

tentang hal-hal yang muncul dalam diri mereka. Cara Peneliti menafsirkan teks 

                                                           
1 Creswell, J. W. (2002). Desain penelitian. Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif, Jakarta: 

KIK, 121-180. 
2 Ibid 
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yaitu melalui pemahaman mendalam, empati, atau berdiam diri dengan subjek 

Penelitian. 

Penelitian fenomenologis mencari jawaban atas pertanyaan Penelitian 

secara deskriptif melalui wawancara atau pengamatan yang paling dekat dengan 

fenomena tersebut, sedangkan Penelitinya akan mengidentifikasi fenomena 

sebagai 'objek' pengalaman manusia dan memberikan suara untuk itu3. 

Penelitian fenomenologis adalah desain penyelidikan yang berasal dari 

filsafat dan psikologi di mana Peneliti menggambarkan pengalaman hidup 

individu tentang fenomena seperti yang dijelaskan oleh peserta yang desainnya 

memiliki dasar filosofis yang kuat4. Seperti yang diungkapkan Creswell, bentuk 

studi fenomenologi berusaha untuk memahami makna pengalaman sekelompok 

individu tentang sebuah fenomena. Selanjutnya, Peneliti memilih individu yang 

telah mengalami fenomena tersebut, dan mereka diminta untuk menyediakan data, 

yang dilakukan melalui wawancara agar mengetahui penerapan pemberian 

sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil menurut 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian 

bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin 

Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu, objek/subjek 

yang dijadikan narasumber adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengalami 

perceraian. Adapun objek/subjek dalam Penelitian ini adalah: 

                                                           
3 Ibid 
4 Ibid 
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1. Pegawai Negeri Sipil wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong 

dengan kriteria, antara lain: 

a. Pegawai Negeri Sipil masih aktif; 

b. Berjenis kelamin laki-laki; 

c. Telah mengalami perceraian yang memiliki anak dan mantan istri yang 

belum menikah. 

2. Pejabat Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan 

memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial5 

yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, 

atau perilaku manusia. Penelitian ini fokus pada persepsi dan pengalaman 

peserta, juga cara mereka memahami kehidupan, sedangkan analisis data 

dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, lalu Peneliti membuat 

interpretasi tentang makna data. Peneliti lebih memperhatikan pendapat secara 

individu dan dituntut untuk mampu menerjemahkan kompleksitas situasi. 

Penelitian berupa implementasi aturan hukum berbentuk Penelitian yang 

mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan dan penerapan hukum oleh 

Pegawai Negeri Sipil yang telah bercerai berdasarkan putusan hakim Pengadilan 

Agama Curup. Dengan demikian maka Penelitian ini termasuk dalam Penelitian 

                                                           
5 Ibid 
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lapangan (field research). Maka jenis dari Penelitian yang Peneliti lakukan ini 

adalah Penelitian empiris. 

Sumber data dalam Penelitian ini terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan objek Penelitian.6 Bahan hukum 

primer yang digunakan dalam Penelitian ini adalah berupa Al-Qur’an, Hadist, 

Fiqh, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan putusan 

pengadilan yang kesemuanya berkaitan dengan objek Penelitian. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku, tulisan-tulisan ilmiah 

hukum (jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi) yang berkaitan dengan objek 

Penelitian.7  Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer. 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer, dan tersier meliputi kamus umum, kamus hukum, 

ensiklopedia, surat kabar, majalah, dan sebagainya.8 

 

 

 
                                                           

6
 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, 5th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 14. 

7 Ibid 

8
 Ibid  
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D. Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam setiap kegiatan Penelitian selalu ada kegiatan pengumpulan data 

yang dilakukan, guna untuk mengumpulkan data-data. Karena Penelitian ini 

adalah jenis Penelitian lapangan (field research), maka teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah Wawancara dan Dokumentasi. Wawancara atau interview 

yakni melalui kontak hubungan pribadi antara Peneliti (pewawancara) dengan 

narasumber yang mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat dan 

disusun sebelumnya. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan. 

Narasumber yang akan diwawancarai adalah Bagian Urusan Kepegawaian dan 

Keuangan Pemerintah Daerah Rejang Lebong. 

1. Metode Observasi 

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan, yang meliputi berbagai rekaman keadaan atau perilaku objek 

sasaran. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai tindakan terhadap 

suatu proses atau objek, yang berarti perasaan mengetahui dan memahami 

fenomena. Hal ini dilakukan berdasarkan informasi yang sudah diketahui dan 

ide untuk mendapatkan informasi serbaguna untuk melanjutkan penelitian 

yang sedang berlangsung. Metode observasi adalah metode pengumpulan 

data dimana dilakukan pengamatan dan kajian secara dekat dan langsung 

pada lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang ada kemudian 

membuktikan kebenaran rencana penelitian yang akan dilakukan. 

Kegiatan observasi ini berkaitan dengan objek yang tujuannya untuk 

mengetahui dan memahami adanya fenomena berdasarkan pengetahuan dan 
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pemikiran yang diketahui sebelumnya, sehingga mendapatkan informasi yang 

diperlukan untuk melanjutkan proses penelitian. Metode observasi ini 

dirancang untuk mengumpulkan informasi melalui pengamatan langsung 

terhadap peristiwa atau kejadian di lapangan. Metode observasi dapat 

dilakukan melalui tes, angket, rekaman audio, rekaman video dan lain-lain. 

Akan tetapi, secara umum, cara yang paling efektif untuk melengkapi 

informasi adalah melalui instruksi observasi, seperti kuesioner atau formulir 

observasi, yang diatur dengan berbagai catatan peristiwa atau perilaku yang 

dijelaskan dan terjadi. 

Dengan Teknik ini peneliti dapat melihat dan mengamati sendiri situasi 

seorang Pegawai Negeri Sipil pria pada Pemerintahan Kabupaten Rejang 

Lebong pasca perceraiannya. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mendapatkan 

data-data pokok yang berkaitan dengan Implementasi kewajiban pemberian 

sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian di Kabupaten Rejang 

Lebong sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Wawancara bisa 

dilakukan secara bebas dimana tidak menggunakan pedoman wawancara, bisa 

secara tatap muka (berhadap-hadapan), percakapan melalui telpon dan 

sebagainya. Oleh karena itu pewawancara perlu memahami situasi dan 

kondisi yang tepat sehingga bisa memilih waktu kapan dan dimana 

wawancara dapat dilaksanakan.9 

                                                           

9
 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D, h.145 
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Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah informasi 

tentang: 

a. Implementasi kewajiban pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri 

Sipil pasca perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintahan 

Kabupaten Rejang Lebong. 

b. Kendala-kendala apa saja yang menyebabkan sulitnya 

mengimplementasikan peraturan ini. 

c. Dampak jika diterapkannya peraturan ini. 

E. Teknik Analisa Data 

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis 

kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara kualitatif mengenai implementasi 

kewajiban pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian ditinjau 

dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang 

Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.  

Dengan demikian analisa data yang sudah diperoleh dari lapangan akan 

dianalisa agar memudahkan pengolahan data selanjutnya, melalui proses analisis 

data untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan untuk menghasilkan 

kesimpulan yang benar. 

Langkah-langkah analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

analisa data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman, yaitu: 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah memilih data mana yang menjadi objek formal dari teori 

yang digunakan untuk membedah fenomena10. Pada analisa ini peneliti 

diharuskan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya berdasarkan hasil 

wawancara. 

2. Penyajian Data 

Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan data (data 

display). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dalam berbagai bentuk tabel, grafik dan sebagainya. Lebih dari itu, penyajian 

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sebagainya. 

Langkah selanjutnya adalah manyajikan data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat (teks yang bersifat deskriptif)11. 

 

F. Uji Keterpercayaan Data 

Dalam Penelitian ini, Peneliti menguji keabsahan data dengan uji 

kredibilitas dengan menggunakan metode triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma 

dalam Arikunto, Triangulasi sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 

a. Triangulasi Sumber, yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

b. Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

                                                           
10 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, h. 95 
11 Ibid 
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c. Triangulasi waktu, yaitu pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain 

dalam waktu atau situasi yang berbeda. 

Dari paparan di atas, Peneliti menggunakan semuanya, yaitu triangulasi 

sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data 

dalam Penelitian ini. Peneliti secara dominan mengumpulkan data melalui 

wawancara dan observasi, sehingga metode ini yang paling sesuai dalam 

Penelitian ini. 

G. Pelaksanaan dan Waktu Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan dalam wilayah Kabupaten 

Rejang Lebong dan Kantor Pengadilan Agama Curup. 

Aktivitas Penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan selama tiga 

bulan sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023. Hal tersebut 

ditunjukkan dalam bentuk matrik kegiatan Penelitian sebagai berikut: 

Tabel 1. 

Waktu Penelitian 

 

No.  

 

Tahapan  

Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan 

Februari 

2023 

Maret  

2023 

Mei  

2023 

1. Pengumpulan dan 

Analisis Data 

   

2. Wawancara Objek    

3. Analisis Hasil    
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Implementasi Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Pegawai Negeri Sipil 

Pasca Perceraian di Kabupaten Rejang Lebong 

 

Pemerintah Republik Indonesia mengetahui betul bahwa keberhasilan 

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dimulai dari kehidupannya dan 

keluarganya. Selain itu, sebagai aparatur pelayanan publik, PNS harus 

mampu mengelola rumah tangganya dengan baik dan benar. 

 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Pemerintah 

Nomor tentang Pembinaan Keluarga di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil. 

10/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pemerintah No. 45 

Tahun 1990 dan pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran BAKN No. 48 

Tahun 1990. 

 Surat edaran tersebut dimaksudkan sebagai pedoman penyelesaian 

masalah perkawinan dan/atau perceraian PNS berdasarkan ketentuan 

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Peraturan Pemerintah No. 10 

Tahun 1983. 

 Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 

1990 dapat dibaca dari beberapa aspek sebagai berikut: 

1. Perkawinan ini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan 

membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan 
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ketuhanan Yang Maha Esa, poligami dan perceraian harus dihindari 

sebisa mungkin. 

2. Pejabat adalah bagian dari aparatur negara, penyelenggara negara dan 

aparatur masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi 

masyarakat dalam tingkah laku, perbuatan dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengatur 

kehidupan keluarga. 

3. Untuk memenuhi tugas tersebut, kehidupan PNS harus ditopang oleh 

kehidupan yang rukun, sejahtera, dan bahagia, agar setiap PNS tidak 

terlalu terganggu dengan permasalahan keluarganya selama menjalankan 

tugas kedinasan. 

4. Untuk lebih meningkatkan dan memelihara disiplin PNS serta menjamin 

kepastian hukum dan keadilan, dipandang perlu mengubah beberapa 

peraturan tentang surat nikah dan cerai PNS sejak tahun 1983. 

 Untuk memahami kesadaran yang diperhitungkan saat menerbitkan 

Peraturan Pemerintah No. Menurut Pasal 45 Tahun 1990, hal ini juga dapat 

dianggap sebagai tujuan dikeluarkannya peraturan pemerintah ini, sekurang-

kurangnya agar PNS dapat mengatur rumah tangganya dengan baik dan 

mencegah perceraian. Sesuai dengan keteladanan dan keteladanan yang harus 

diberikan PNS kepada bawahannya dan masyarakat, maka PNS tunduk pada 

aturan disiplin yang tegas. Dalam hal perkawinan dan perceraian, PNS harus 

mendapat izin terlebih dahulu dari PNS yang bersangkutan. PNS laki-laki 

beristri lebih dari satu dan PNS perempuan yang menjadi istri kedua/ketiga 
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atau keempat selain PNS harus mendapat izin terlebih dahulu dari PNS. 

Demikian pula PNS yang akan bercerai harus mendapat izin terlebih dahulu 

dari PNS 

 Dalam praktiknya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 

No. 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pejabat-pejabat tertentu yang harus tunduk 

pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, baik disengaja 

maupun tidak, dapat mengelak dari ketentuan tersebut. Beberapa usulan 

perubahan terkait kejelasan kewajiban mengurus izin jika terjadi perceraian, 

larangan pejabat perempuan menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan 

pembagian gaji setelah perceraian. yang harus menjamin keadilan bagi kedua 

belah pihak. 

Diatur secara khusus dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 1990, yaitu: 

1. Apabila perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil 

pria, ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan   

Mantan Istri dan anak-anaknya. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan 

menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan Mantan Istri dan 

anak- anaknya, diwajibkan untuk membuat pernyataan tertulis. 

Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil 

pria yang bersangkutan, sepertiga untuk Mantan istrinya dan sepertiga 

untuk anak-anaknya. Seandainya dari perkawinan tersebut tidak ada 
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anak, maka bagian gaji yang diwajibkan diserahkan oleh Pegawai 

Negeri Sipil pria kepada Mantan istrinya ialah setengah dari gajinya. 

2. Hak  atas bagian  untuk Mantan Istri  tidak  diberikan  bila perceraian 

terjadi atas kehendak istrinya, yaitu apabila perceraian terjadi karena 

Istri telah terbukti berzina dan/atau istri  telah terbukti melakukan 

kekejaman atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap 

suami, dan/atau Istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan   

penjudi   yang  sukar   disembuhkan  dan/atau   Istri terbukti telah 

meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami 

dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya. 

3. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak 

atas penghasilan Mantan suaminya. 

4. Ketentuan ayat (4) tidak berlaku, jika istri minta cerai karena dimadu. 

Apabila Mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin 

lagi, maka haknya atas bagian gaji dari Mantan suaminya menjadi 

hapus terhitung dari ia kawin lagi. 

Perceraian menurut hukum agama islam yang telah dipositifkan dalam 

pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta 

Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan mencakup:  
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1. “cerai-talak” yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh 

dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi 

dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu 

dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama; 

2. “cerai-gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan 

atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan 

berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan 

Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Sedangkan perceraian menurut C.S.T Kansil, adalah pengakhiran suatu 

pernikahan karena suatu sebab, dengan keputusan hakim.1 Dengan 

berakhirnya perkawinan, maka akan berakibat kepada tiga hal, yaitu: 

1. Putusnya perkawinan antar suami istri. 

2. Harus dibaginya harta bersama. 

3. Tentang pemeliharaan anak.  

Ketentuan terhadap putusnya perkawinan dan akibatnya bagi suami 

istri yang diatur dalam Pasal 41 Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan yang mana di dalamnya dijelaskan kewajiban-

kewajiban mantan suami dalam menjamin perekonomian anak-anak dan 

Mantan istrinya. 

Mengenai perceraian bagi PNS diatur juga dalam Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

                                                           
1 C.S.T. Kansil dalam Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan & 

Kekeluargaan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 
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Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang 

Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan 

sebelum melaksanakan perceraian PNS yang bersangkutan harus terlebih 

dahulu memperoleh izin dari pejabat, aturan tersebut terdapat pada Pasal 3 

yang berbunyi sebagai berikut:2  

1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib 

memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. 

2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau 

bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk 

memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis. 

3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan 

perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan 

alasan yang lengkap yang mendasarinya. 

Ketentuan ayat (1) di atas berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan 

melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan 

gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari 

pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan 

perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari 

pejabat sebelum melakukan perceraian. 

Penjelasan Peraturan Pemerintah ini menjelaskan ayat (2), bahwa 

permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada pejabat secara 

                                                           
2 Sobhan Sobhan et al., “Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri Oleh PNS 

Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau Dari Hukum Islam,” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan 

Pranata Sosial Islam 4, no. 2 (2022): 153–64. 
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tertulis melalui saluran hierarki, sedangkan tergugat wajib memberitahukan 

adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran 

hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah 

menerima gugatan perceraian. (Penjelasan PP 45/1990) 

Sebagaimana wajibnya bagi pejabat untuk memperhatikan alasan-

alasan yang diajukan untuk mendapat izin beristri lebih dari seorang, pejabat 

yang bersangkutan juga harus memperhatikan alasan-alasan yang diajukan 

dalam permintaan izin untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri 

Sipil, hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi:3  

1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan 

seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin 

dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 

2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam 

permintaan surat izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus 

meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil 

yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang 

dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. 

3) Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu 

merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara 

memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat. 

                                                           
3 Rita Faura, “Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Klas Ia 

PadanG,” UNES Journal of Swara Justisia 5, no. 2 (2021): 198–209. 
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Dilanjutkan dalam Pasal 7 yang menjelaskan bahwa izin perceraian 

dapat diberikan apabila memenuhi alasan-alasan yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, berikut bunyi pasalnya:4  

1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada 

alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 

2) Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau 

penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

istri, tidak diberikan oleh pejabat. 

3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila: 

a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai 

Negeri Sipil yang bersangkutan. 

b. Tidak ada alasan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) 

c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. 

Alasan yang disebutkan dalam ayat (2) di atas dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditetapkan bahwa salah satu alasan 

dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau 

penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

suami/istri. Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 

                                                           
4 Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan 

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.” 
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perceraian karena alasan istri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan 

keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan 

memungkinkannya. Oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan 

tersebut tidak diberikan. 

Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif 

yang harus disertai syarat- syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil 

untuk minta izin beristri lebih dari seorang. 

Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil 

Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pegawai 

Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian harus mendapat izin atau 

permohonan dari pejabat terlebih dahulu. Pejabat yang tinggal di penggugat 

atau tergugat harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk izin atau 

bukti tersebut. Surat permohonan izin atau pemberitahuan sidang cerai untuk 

memperoleh permohonan harus benar-benar beralasan.  

Perhatian tertuju pada isi pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 telah disepakati bahwa PNS harus mengajukan permohonan izin 

cerai kepada pejabat kepegawaian yang berwenang secara tertulis. Namun 

khusus untuk PNS yang proses perceraiannya sudah diperiksa namun 

pengadilan belum memutuskan apakah tempat tinggal tetap dari orang yang 

terkena adalah penggugat atau tergugat, pengadilan harus memberitahukan 

adanya gugatan cerai tersebut kepada pejabat untuk mendapatkan keterangan 

dari pegawai negeri yang bersangkutan. Baik permohonan izin maupun 
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pemberitahuan yang dilampirkan pada permohonan akta harus dengan jelas 

menyebutkan dasar hukum perceraian PNS. Izinkan permintaan yang 

disebutkan dalam pasal 3 Peratuaran Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, 

diturunkan kepada PNS melalui jalur hirarki. Artinya, permohonan cerai PNS 

akan diproses sesuai dengan proses internal instansi atau lembaga tersebut, 

dan juga akan diperhitungkan jenjang kerja yang ada pada lembaga atau 

instansi tersebut. Setiap atasan yang memberikan izin perceraian pegawai di 

lingkungannya sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 untuk mempertimbangkan dan menyerahkannya kepada pejabat melalui 

jalur hierarkis paling lama 3 bulan sejak diterimanya permohonan izin 

tersebut. Hubungan hukum adanya periode tersebut guna adanya komunikasi 

atasan kepada PNS untuk memberikan alasan-alasan hukum perceraian 

kepada atasan. 

Kemudian pejabat, berdasarkan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 1990, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat 

lain di lingkungannya, seperti pejabat eselon IV dan lain-lain, untuk 

mengabulkan atau menolak izin tersebut sehubungan dengan permintaan izin 

yang dilakukan oleh pejabat golongan II dan panitera. bawah atau setara. Jadi 

dasar dari hal ini adalah “pengalihan kekuasaan” dari PNS kepada PNS 

lainnya dalam kaitannya dengan pemberian atau penolakan izin cerai yang 

diminta oleh PNS. Secara teoritis, kewibawaan negara diperoleh melalui tiga 

cara, yaitu berbagi, otorisasi dan mandat.  
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Pegawai yang menerima permohonan izin cerai berdasarkan pasal 3 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, diwajibkan oleh pasal 6 nya 

untuk "memperhatikan dengan saksama" alasan-alasan yang disebutkan 

dalam surat permintaan pemberhentian dan pertimbangan kepala pejabat yang 

bersangkutan. Jika tidak ada alasan yang ditentukan dalam permohonan 

perceraian yang meyakinkan, petugas harus meminta keterangan tambahan 

dari pasangan atau istri dari pegawai negeri yang meminta atau dari pihak 

yang dianggap mampu memberikan keterangan yang meyakinkan.  

Sebelum untuk membuat keputusan, pejabat mencoba terlebih dahulu 

"mendamaikan" suami dan istri yang bermasalah dengan melakukan mediasi 

secara langsung untuk memberikan nasihat-nasihat. Untuk kelancaran dan 

keseragaman, maka berdasarkan surat edaran kepala daerah dikeluarkan 

pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang 

merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, 

maka diterbitkan petunjuk pelaksanaan berdasarkan Surat Edaran Kepala 

Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang 

Pedoman pelaksanaan penyelesaian masalah perceraian PNS. Selain itu, 

instruksi eksekutif bagi PNS yang bekerja pada jabatan tertentu sesuai Surat 

Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 untuk mengatasi masalah 

perceraian adalah sebagai berikut: 

1. Pegawai yang bercerai berkedudukan sebagai berikut: 

a) Pimpinan lembaga tertinggi/lembaga tinggi negara, menteri, menteri 

kehakiman, pimpinan lembaga negara non kementerian kepala 
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secretariat Otoritas tertinggi/tertinggi negaraGeneral Manager Bank 

Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Wilayah Luar 

Negeri, dan Kepala Administrator Daerah Tingkat 1 (sekarang 

Gubernur Provinsi), harus mendapat izin terlebih dahulu dari Presiden.  

b) Walikota/ Kepala Tingkat II (sekarang Bupati/Walikota), termasuk 

Wakil Pemerintahan/Walikota Tingkat II Walikota dan Walikota DKI 

Jakarta dan Walikota Administratif (saat ini bukan Walikota 

Administrasi, Pen-), harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri. 

c) Pengurus/Direktur bank milik negara dan badan usaha milik negara 

harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Presiden. 

d) Pengurus/Direksi BPD dan BUMD harus mendapat persetujuan 

terlebih dahulu dari Direktur Daerah Tingkat I dan Direktur Daerah 

Tingkat II yang bersangkutan (sekarang Gubernur/Walikota/Gubernur 

Provinsi). 

e) Anggota Lembaga Tinggi/Lembaga Tertinggi Negara, wajib 

mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri atau Instansi induk yang 

bersangkutan. 

f) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat yang mengurus 

administrasi pemerintahan Desa wajib mendapatkan izin terlebih 

dahulu dari Bupati/ Kepala Daerah Tingkat II. 

2. Yang harus dipenuhi adalah sama dengan ketentuan-ketentuan 

sebagaimana tersebut dalam angka II, angka IV Surat Edaran Kepala 
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Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tanggal 26 

April 1983 dan angka II, III, IV surat edaran ini. 

Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan perceraian mempunyai 

akibat hukum yang berlaku untuk dirinya dan mantan istrinya menurut 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 

1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, hal 

ini dijelaskan dalam Pasal 8 yaitu:5  

1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka 

ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan Mantan istri 

dan anak-anaknya. 

2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga 

untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk 

Mantan istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. 

3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang 

wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada Mantan istrinya 

ialah setengah dari gajinya. 

4) Pembagian gaji kepada Mantan istri tidak diberikan apabila alasan 

perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan 

kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin terhadap 

suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar 

                                                           
5 SH Muhammad Syaifuddin, SH Sri Turatmiyah, and SH Annalisa Yahanan, Hukum 

Perceraian (Sinar Grafika, 2022). 
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disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun 

berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal 

lain di luar kemampuannya. 

5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas 

bagian penghasilan dari Mantan suaminya. 

6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila 

istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau 

suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun 

bathin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan 

penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan 

istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang 

sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 

7) Apabila Mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, 

maka haknya atas bagian gaji dari Mantan suaminya menjadi hapus 

terhitung mulai ia kawin lagi. 

Pasal 8 di atas dapat dipahami dengan jelas bahwa, Pegawai Negeri Sipil pria 

yang bercerai tersebut hanya wajib menyerahkan sebagian gajinya jika 

perceraian itu atas kehendaknya dan bukan pula karena alasan yang berasal 

dari istinya sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) di atas. Pembagian gajinya 

ialah, jika ada anak maka sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil 

bersangkutan, sepertiga untuk mantan istrinya dan sepertiga untuk anaknya. 

Dan jika tidak ada anak, maka setengah gajinya untuk mantan istrinya. 

Namun, apabila istrinya yang meminta cerai dan alasannya bukan alasan yang 
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berasal dari suami sebagaimana dalam ayat (6) maka mantan istri Pegawai 

Negeri Sipil tersebut tidak berhak atas gajinya. Dan pembagian gaji tersebut 

hapus terhitung mulai mantan istrinya kawin lagi6. 

Penelitian lapangan (field research) telah dilakukan dengan metode 

wawancara mendalam kepada 10 orang Pegawai Negeri Sipil pria di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang telah bercerai pada 

tahun 2021 sampai dengan 2022 di Pengadilan Agama Curup yang menjadi 

sampel. 

Dari segi latar belakang Pendidikan terakhir terdapat 6 responden yang 

pendidikannya SLTA Sederajat dan 4 orang responden yang berpendidikan 

Strata 1 (S-1). 

Dari segi kepangkatan dan golongan ruang responden terdapat 5 orang 

bergolongan II aktif dan 5 orang yang bergolongan III aktif. 

Dari segi usia responden berkisar antara usia 40 sampai dengan 55 

tahun. 

Dari segi gaji atau penghasilan rata-rata semua responden memiliki 

penghasilan gaji perbulan sebesar 5 jutaan /perbulan sudah termasuk  

pendapatan-pendapatan lain menurut peraturan  perundang-undangan. 

 

                                                           
6 Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, 

Op. Cit, hlm 464-466 
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Grafik: 01 

 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Solehan, A.Md 

selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten 

Rejang Lebong.  

Adapun daftar nama-nama partisipan (responden) dapat dilihat pada 

table berikut: 

Tabel : 02 

DAFTAR DATA PARTISIPAN/RESPONDEN 

(Sumber Data : Humas Pengadilan Agama Curup) 

No Nama/ Inisial Usia 

Pernikahan 

Instansi Status 

Kepegawaian 

 

1. Solehan, A. Md - BKPSDM Pemda 

Rejang Lebong 

PNS Aktif 

2. U, S.E. 18 Tahun Pemda Rejang 

Lebong 

 

PNS Aktif 
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Pendidikan Usia Gol. Ruang Penghasilan

GRAFIK PARTISIPAN
Sumber Data : Humas Pengadilan Agama Curup

S1 SLTA
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3. 

 

Y 17 Tahun Pemda Rejang 

Lebong 

PNS Aktif 

4. G 12 Tahun Pemda Rejang 

Lebong 

PNS Aktif 

5. R 15 Tahun Pemda Rejang 

Lebong 

PNS Aktif 

6. WO 17 Tahun Pemda Rejang 

Lebong 

PNS Aktif 

7. SA, S.E. 16 Tahun Pemda Rejang 

Lebong 

PNS Aktif 

8. WEH 15 Tahun Pemda Rejang 

Lebong 

PNS Aktif 

9. S 18 Tahun Pemda Rejang 

Lebong 

PNS Aktif 

10. R 16 Tahun Pemda Rejang 

Lebong 

PNS Aktif 

11. N 10 Tahun Pemda Rejang 

Lebong 

PNS Aktif 

 

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kewajiban pemberian sebagian 

gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian di Kabupaten Rejang Lebong 

dapat dilihat dari hasul wawancara tak berstruktur dan angket yang peneliti 

ajukan kepada responden. Angket tersebut berkaitan dengan pemahaman 

partisipan tentang aturan-aturan yang berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil 

pria yang mengajukan permohonan cerai atau yang menceraikan istrinya. 

Angket tersebut bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan penelitian 

semata. Angket tersebut peneliti berikat secara langsung dan partisipan dapat 

mencontreng di kolom yang telah di sediakan peneliti. 

Adapun pertanyaan angket tersebut adalah sebagai berikut: 
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No. 

 

Pertanyaan 

Jawaban Pilih 

dengan tanda 

centrang 

Ya Tidak 

1. Apakah mengajukan Permohonan Cerai-Talak 

telah memiliki Izin dari Atasan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

  

2. Apakah mengetahui adanya Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil 

  

3. Apakah mengetahui akibat hukum jika terjadi 

perceraian yang ada didalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil 

  

4. Apakah mengetahui adanya kewajiban 

pemberian sebagian gaji PNS terhadap mantan 

istri dan anak-anaknya sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil 

  

5. Apakah mengetahui konsekuensi hukum 

terhadap PNS yang tidak mengindahkan 

ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil beserta 

aturan-aturan pelaksananya 

  

6. Apakah keberatan menafkahi anak-anak 

 

  

7. Apakah keberatan menafkahi mantan istri 

 

  

8. Apakah keberatan manfkahi mantan istri yang 

telah diatur sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian 

Pegawai Negeri Sipil 

  

9. Apa yang diketahui tentang nafkah pasca 

perceraian menurut ajaran islam 

 

  

10. Bagaimana pandangan tentang kewajiban 

pemberian sebagian gaji PNS terhadap mantan 

istri dan anak-anaknya sesuai dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil 

 

Dari 10 orang yang menjadi sampel, didapati gambaran mengenai 

kondisi implementasi ketentuan pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil 

pria untuk anak-anak dan mantan istrinya yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian 

Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, sebagai 

berikut: 

Pada pertanyaan poin pertama tentang Apakah mengajukan 

Permohonan Cerai-Talak telah memiliki Izin dari Atasan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, semua partisipan menjawab “ya”. 

Pada pertanyaan poin kedua tentang Apakah mengetahui adanya 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, 

semua partisipan menjawab “ya”. 

Pada pertanyaan ketiga tentang Apakah mengetahui akibat hukum jika 

terjadi perceraian yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, semua partisipan menjawab 
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“iya” dan menjawab akan berakibat dengan perubahan kependudukan, 

perhitungan gaji dan permasalahan harta gono-gini. 

Selanjutnya pada pertanyaan keempat tentang Apakah mengetahui 

adanya kewajiban pemberian sebagian gaji PNS terhadap mantan istri dan 

anak-anaknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Pegawai Negeri Sipil, semua responden menjawab “ya”. 

Pada pertanyaan kelima tentang Apakah mengetahui konsekuensi 

hukum terhadap PNS yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil 

beserta aturan-aturan pelaksananya, 4 responden menjawab “tidak” yaitu 

bapak Y, N, WO dan G, sedangkan 6 responden menjawab “ya”. Keenam 

responden yang mengetahui tersebut dapat menjelaskan bahwa ada sanksi 

yang akan di terima oleh Pegawai Negeri Sipil jika tidak mengindahkan 

peraturan tersebut yaitu sampai dengan sanksi berat. 

Pada pertanyaan keenam tentang Apakah keberatan menafkahi 

anak/anak-anaknya, semua partisipan menjawab “ya”. 

Selanjutnya pada pertanyaan poin ketujuh tentang Apakah keberatan 

menafkahi mantan istri, semua partisipan menjawab “ya” sebatas kemampuan 

yang mereka bisa dan mengembalikan kepada mantan istri untuk mengatur 

nafkah-nafkah atas apa yang meraka berikan kepada anak/anak-anaknya. 
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Pada pertanyaan poin kedelapan tentang Apakah keberatan manfkahi 

mantan istri yang telah diatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, terdapat 

8 partispan menjawab “ya” atau keberatan dengan alasan, yaitu: 

1. Tidak merasa ada kewajiban untuk menafkahi mantan istri yang sudah 

diceraikan (tidak ada dalam putusan hakim); dan 

2. Penghasilan tidak lagi mencukupi untuk dibagikan kepada mantan istri. 

Sedang kan 2 responden menjawab “sangat berkeberatan” karena yang terjadi 

pada mereka adalah bahwa mantan istrinya telah melakukan perbuatan 

Nusyuz. 

Selanjutnya pada pertanyaan kesembilan yaitu tentang Apa yang 

diketahui tentang nafkah pasca perceraian menurut ajaran islam, semua 

responden menjawab “iya” yaitu adanya nafkah iddah dan nafkah mut’ah. 

Dan selanjutnya pada pertanyaan kesepuluh tentang Bagaimana 

pandangan tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS terhadap mantan 

istri dan anak-anaknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, semua responden berpandangan bahwa 

peraturan ini cukup berat untuk dijalankan karena dirasakan tidak berkeadilan. 
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Selain wawancara dengan 10 orang sampel Pegawai Negeri Sipil pria 

pasca perceraian, dilakukan juga wawancara dengan Kepala Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Solehan, 

A.Md., Penata/IIIc, NIP.198205052009031006. Dari wawancara dengan 

beliau didapati keterangan mengenai kondisi implementasi ketentuan 

pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil pria untuk anak-anak dan 

mantan istrinya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang 

Lebong. Disampaikan oleh Solehan bahwa selama ini ketentuan pemberian 

sebagian gaji kepada mantan istri belum pernah secara langsung difasilitasi 

oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Kemungkinan para Pegawai 

Negeri Sipil pria bersangkutan berdasarkan putusan pengadilan agama atau 

karena kesadaran sendiri melaksanakan ketentuan tersebut. Adapun alasan 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak secara aktif menjalankan 

ketentuan dimaksud adalah belum ada peraturan pelaksana dari ketentuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
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Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, sehingga bagian umum dan 

kepegawaian tidak berani mengambil langkah apapun terkait ketentuan 

tersebut.  

Selanjutnya dari semua jawaban dari responden yang tersedia dalam 

penelitian ini, peneliti menganalisa dan menelaah serta menguji meteri-materi 

dalam peraturan perundangan-undangan ini dikaitkan dengan fenomena yang 

didapati dari hasil wawancara, yaitu: 

1. Bahwa pada hasil wawancara atas pertanyaan poin kedelapan, didapati 

konsep Nusyuz sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat 4, 5 dan 6 yang 

berbunyi sebagai berikut: 

Ayat 4 berbunyi “Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan 

apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau 

istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir 

maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, 

pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah 

meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin 

suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 

kemampuannya”. 

 

Ayat 5 berbunyi “Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, 

maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya”. 

 

Ayat 6 berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) 

tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau 

suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau 

penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau 

suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar 
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disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua 

tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain diluar kemampuannya”. 

Konsep Nusyuz istri manakala seorang istri dengan sengaja mengabaikan 

hak dan kewajibannya didalam kehidupan rumah tangga bahkan seorang 

istri telah keluar dari syariat-syariat islam yang terikat padanya, ketika 

seorang istri berbuat Nusyuz maka secara otomatis gugurlah hak-haknya 

sebagai seorang istri. Seperti yang di tegaskan dalam Alquran surat An-

Nisa’ ayat 36 berbunyi: 

جَال  ٱ ونَ عَلىَ  لر ِّ م  لَ  لن ِّسَاءِّٓ ٱقوَ َّٰ مْ عَلىََّٰ بَعْضٍ وَبِّمَآ أنَفَق وا۟  للّ   ٱبِّمَا فَض  بعَْضَه 

مْۚ  فَ  لِّهِّ نْ أمَْوََّٰ ت  ٱمِّ لِّحََّٰ تٌ ل ِّلْغَيْبِّ بِّمَا لص َّٰ فِّظََّٰ تٌ حََّٰ نِّتََّٰ تِّىٱ وَ  ۚللّ   ٱحَفِّظَ  قََّٰ  ل َّٰ

ظ وه ن  وَ  وه ن  ٱتخََاف ونَ ن ش وزَه ن  فَعِّ ر  عِّ ٱفِّى  هْج  ب وه ن  ٱوَ  لْمَضَاجِّ  فَإِّنْ  ۖضْرِّ

ۗ  إِّن   ن  سَبِّيلَا َ ٱأطََعْنَك مْ فَلََ تبَْغ وا۟ عَليَْهِّ ا للّ  كَانَ عَلِّيًّا كَبِّيرا  

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang 

saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya 

tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita 

yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan 

pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 

Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari 

jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi 

Maha Besar” (Surat An-Nisa’:34). 

 

2. Bahwa, atas pertanyaan poin ketiga, semua responden tidak mengetahui 

adanya sanksi dan ancaman yang cukup keras apabila seorang pria 

Pegawai Negeri Sipil yang telah bercerai atas kehendaknya sendiri jika 
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tidak mengindahkan aturan tersebut. Dapat dijelaskan bahwa adanya surat 

dari Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 1 Oktober 2016 

mengeluarkan surat Nomor: K.26-30/V.99-6/99 perihal Penjelasan 

mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan 

anak-anak Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi sebagai berikut: 

1. Berkenaan dengan banyaknya pengaduan yang disampaikan kepada 

kami, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan 

dengan hormat bahwa penyelesaian permasalahan kepegawaian 

berupa tuntutan kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan 

istri Pegawai Negeri Sipil, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara pada Pasal 139 ditentukan bahwa pada saat 

undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-

undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini. 

b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 Jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, ditentukan 

antara lain pada: 

1) Pasal 8 yaitu: 

a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri 

Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya 

untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. 

b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah 

sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang 

bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan 

sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. 

c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka 

bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri 

Sipil kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya. 

d. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila 

alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan 

atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik 

lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi 

pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan, 

dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua 



77 

 

tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan 

yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. 

e. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia 

tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas 

suaminya. 

f. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak berlaku, 

apabila istri meminta dicerai karena dimadu, dan atau 

suami berzinah dan atau suami melakukan kekejaman 

atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin 

terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, 

pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau 

suami telah meninggalkan istri selama dua tahun 

berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah 

atau karena hal lain diluar kemampuannya. 

g. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji 

bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin 

lagi. 

2) Pasal 16 ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang 

menolak melaksanakan ketentuan pemberian gaji sesuai 

dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman 

disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 

Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai. mengingat 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 telah dicabut 

dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka 

penjatuhan salah satu hukuman disiplin berat dimaksud 

mengikuti ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010. 

c. Pada Romawi I angka 4 huruf g Surat Edaran Kepala Badan 

Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, antara lain 

ditentukan bahwa gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang 

terdiri dari: 

1) Gaji Pokok; 

2) Tunjangan Keluarga; 

3) Tunjangan Jabatan (kalau ada); 

4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan; 

5) Tunjangan Lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran 

wajib. 

d. Pada Romawi II angka 17, 18, dan 19  Surat Edaran Kepala Badan 

Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
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1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri 

Sipil, ditentukan bahwa: 

1) Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima 

oleh dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu 

terjadinya perceraian. 

2) Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian 

gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai 

akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan 

gaji dari PNS bekas suami yang telah menceraikannya. 

3) Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya 

secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat 

kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya. 

2. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan: 

a. Dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian, khususnya 

pembagian gaji terhadap mantan istri Pegawai Negeri Sipil pasca 

perceraian diharapkan kepada setiap Pejabat Pembina Kepegawaian 

masing-masing instansi agar berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud. 

b. Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memerintahkan bendahara 

dan/atau pengelola sistem pembayaran gaji yang digunakan untuk 

memotong sebagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan atau 

anak-anak PNS. 

c. Menjatuhkan salah satu hukuman disiplin tingkat berat kepada PNS 

yang menolak untuk memberikan sebagian gaji kepada mantan istri 

dan/atau anak-anak PNS. 

d. Hukuman Disiplin tidak menggugurkan kewajiban PNS untuk 

memberikan sebagian gaji yang merupakan hak mantan istri dan/atau 

anak-anak PNS. 

3. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 8, dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 

10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri 

Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah disebutkan pula di 

dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.99-6/99 

tanggal 11 Oktober 2016, terdapat beberapa konsep. Pertama dapat diketahui 

konsep kewajiban pemberian sebagian gaji oleh Pegawai Negeri Sipil pria 
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kepada mantan istrinya dan anak atau anak-anaknya, dimana terdapat suatu 

ancaman atau sanksi yang dapat dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang 

menolak melaksanakan ketentuan pemberian gaji tersebut. Kedua adalah 

konsep kewajiban bagi bendaharawan gaji untuk menyerahkan secara 

langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anak Pegawai 

Negeri Sipil pasca perceraian tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji 

dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Ketiga adalah konsep 

penghasilan terbuka Pegawai Negeri Sipil mantan suami, yaitu gaji yang 

merupakan penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan tidak 

terbatas pada penghasilan pada waktu terjadinya perceraian. 

Konsep kewajiban pemberian sebagian gaji oleh Pegawai Negeri Sipil 

pria kepada mantan istrinya dan anak atau anak-anaknya diatur dalam Pasal 8 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 

Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah dijabarkan di awal bab ini, Hal yang penting untuk 

dicermati adalah adanya ancaman sanksi apabila Pegawai Negeri Sipil pria 

menolak untuk melaksanakan ketentuan pemberian gaji sesuai dengan 

ketentuan Pasal 8 tersebut. Hal ini telah ditegaskan oleh Badan Kepegawaian 

Negara melalui surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor K.26-30/V.99-6/99 

perihal Penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada 

mantan istri dan anak-anak Pegawa Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 
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16 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 

Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu 

dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai sebagaimana telah 

dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian dicabut dan diganti 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil. Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi: 

Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c terdiri atas: 

a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; 

b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua 

belas) bulan; dan 

c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. 

 

Dari penjabaran-penjabaran tersebut di atas tampak bahwa ketentuan 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 

1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang 

mewajibkan Pegawai Negeri Sipil pria untuk memberikan sebagian 

penghasilan kepada mantan istri dan anak-anaknya mutlak harus 

dilaksanakan, karena apabila tidak dilaksanakan maka Pegawai Negeri Sipil 
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tersebut akan dijatuhi salah satu dari hukuman disiplin berat, dan ditegaskan 

pula bahwa hukuman disiplin tersebut tidak menggugurkan kewajiban 

Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan sebagian penghasilannya kepada 

mantan istri dan anak-anaknya. 

Konsep kewajiban bagi bendaharawan gaji untuk menyerahkan secara 

langsung bagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan anak-anak Pegawai 

Negeri Sipil pasca perceraian tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji 

dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diatur dalam romawi II angka 18 

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 

48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 

Dengan diwajibkannya bendaharawan berdasarkan ketentuan ini, maka 

terdapat jaminan kepastian atas pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang 

Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang saling terkait 

dengan konsep kewajiban pembagian gaji untuk mantan istri dan anak-anak 

Pegawai Negeri Sipil. Hanya saja perlu dicermati bahwa untuk konsep ini 

tidak diatur perihal sanksi apabila bendaharawan tidak memenuhi 

kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh Surat Edaran Kepala Badan 
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Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tersebut. Berkaitan 

dengan hal ini, Ridwan H. R7. berpendapat: 

Telah disebutkan bahwa sarana penegakan hukum itu disamping 

pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam 

setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J. B. J. M. Ten Berge 

menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan Hukum 

Administrasi Negara. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir 

setiap peraturan; in cauda venenum (secara bahasa berarti di ujung 

terdapat racun), artinya di ujung kaidah hukum terdapat sanksi, sanksi 

diperlukan untuk menjamin penegakan Hukum Administrasi Negara. 

Menurut Philipus M. Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya 

memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para 

warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, 

manakala atauran-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh 

tata usaha negara. Salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku 

para warga ini adalah dengan sanksi oleh karena itu, sanksi sering 

merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu. 

 

Dengan adanya kondisi ketiadaan sanksi dalam konsep kewajiban 

bendaharawan gaji terkait pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil kepada 

mantan istri dan anak-anaknya, maka mengurangi esensi kepastian hukum dari 

ketentuan yang sebelumnya dinilai memberikan kepastian hukum tersebut. 

Sebagaimana telah diuraikan oleh Ridwan H. R. bahwa sanksi merupakan 

instrumen untuk memaksakan tingkah laku dari subjek hukum administrasi 

negara untuk melaksanakan kewajibannya, karena yang bersangkutan 

terancam dijatuhi hukuman apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut. 

 

B. Kendala-kendala sehingga sulitnya mengimplementasikan peraturan ini. 

Kendala-kendala yang menyebabkan sulitnya mengimplementasikan 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian 

                                                           
7 Ridwan, H. R. Hukum administrasi negara.,2006. 
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bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin 

Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rejang 

Lebong, antara lain : 

1. Penghasilan/ atau sisa gaji dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sudah 

tidak mencukupi lagi untuk memenuhi tuntutan dalam peraturan tersebut. 

Konsep penghasilan terbuka pada Pegawai Negeri Sipil mantan suami, yaitu 

gaji yang merupakan penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan 

tidak terbatas pada penghasilan pada waktu terjadinya perceraian. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata gaji disini termasuk juga 

tunjangan diluar gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu 

berkaitan dengan konsep kedua, maka sudah menjadi kewajiban dari 

bendaharawan gaji untuk memotong setiap penghasilan yang diterima oleh 

Pegawai Negeri Sipil untuk diberikan kepada mantan istri dan anak-anak 

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Sebagaimana disebutkan dalam Pada 

Romawi I angka 4 huruf g Surat Edaran Kepala Badan Administrasi 

Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditentukan bahwa gaji adalah 

penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari: 

a. Gaji Pokok; 

b. Tunjangan Keluarga; 

c. Tunjangan Jabatan (kalau ada); 

d. Tunjangan Perbaikan Penghasilan; 

e. Tunjangan Lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib. 
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2. Belum tersedianya peraturan mengenai petunjuk pelaksanaan dan/atau 

petunjuk teknis dalam mengimplementasikan peraturan ini di internal 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 

Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman8 yang terdapat 

tiga komponen di dalamnya, diantaranya adalah: 

a. Struktur hukum (legal structure), merupakan kelembagaan atau institusi 

yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum, 

mencakup bentuk dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, 

dan hubungan kelembagaan maupun pembagian atau pemisahan 

kekuasaan antar lembaga.  

b. Substansi hukum (legal substance), yaitu norma-norma hukum, baik 

peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para 

penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur oleh hukum, 

substansi hukum juga menjadi landasan bagi para penegak hukum yang 

berada dalam stuktur hukum untuk dapat diterapkan, namun yang 

menjadi permasalahan apabila terjadi kekosongan hukum (vacuum of 

wet), maka menjadi hal yang dilematis melakukan tindakan yang belum 

ada aturannya.  

c. Budaya hukum (legal culture), yaitu berupa kebiasaan, cita-cita, ide-

ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan 

faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh 

tempatnya di masyarakat, dimana orang menerima hukum atau 

sebaliknya. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan 

aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi 

hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang 

yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum 

tidak akan berjalan secara efektif. 

 

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmann 

di atas bila dikaitkan dengan permasalahan pembagian gaji kepada mantan 

istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil, maka struktur kelembagaan yang 

terlibat di dalamnya adalah pola hubungan antara institusi asal Pegawai 

                                                           
8 Sriwulan, H. Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dalam 

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. 

Friedman) Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang, 2013. 
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Negeri Sipil dan Pengadilan Agama yang memutus perkara perceraian 

Pegawai Negeri Sipil tersebut. Substansi hukum yang menjadi landasan bagi 

para penegak hukum (bendaharawan gaji dan pejabat pembina kepegawaian 

institusi asal) adalah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin 

Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil. Yang menarik dibahas adalah cita-cita hukum dari 

ketentuan pembagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri 

Sipil pasca perceraian. Cita-cita hukum sendiri menurut Gustav Radbruch 

adalah mencakup tiga tujuan yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan, 

yang dalam mencapai ketiga tujuan tersebut harus digunakan prinsip prioritas. 

Adapun berkenaan dengan cita-cita atau tujuan dalam pembahasan ini kiranya 

dapat ditemukan pada bagian konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil huruf b 

yang berbunyi “bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, 

abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi 

masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan 

berkeluarga”, dan huruf d yang berbunyi “bahwa dalam rangka usaha untuk 

lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta 

memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan …”. Frasa pada konsideran 
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huruf b menyiratkan unsur kemanfaatan, sedangkan frasa pada konsideran 

huruf d menyiratkan unsur kepastian dan keadilan. 

Dari konsep yang ada pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 

Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri 

Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dapat dilihat peran penting dari 

bendaharawan gaji dan pejabat pembina kepegawaian. Karena pada dasarnya 

bila dikaitkan dengan konsep penegakan hukum administrasi negara, maka 

bendaharawan gaji dan pejabat pembina kepegawaian adalah aparat penegak 

hukum administrasi negara, yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 

Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun kembali lagi pada kondisi 

ketiadaan sanksi atas kewajiban oleh bendaharawan gaji dan pejabat pembina 

kepegawaian dalam hal ini, maka implementasi dari konsep pembagian gaji 

Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istri sepenuhnya tergantung dari good 

will dari Pegawai Negeri Sipil pria bersangkutan dan pejabat terkait. Disini 

menurut pendapat Peneliti perlu diadakan solusi yang berkaitan dengan 

pembaharuan hukum. 

Pembaharuan hukum perlu dilakukan sebagai bagian dari tantangan 

untuk menjawab hal-hal keadaan seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan 
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lainnya yang senantiasa berkembang dan meninggalkan hukum, kemudian 

pembaharuan hukum juga diperlukan untuk mengatur hal-hal yang belum ada 

aturannya atau dengan kata lain adanya kekosongan hukum. Pembaharuan 

hukum di Indonesia dapat dilakukan oleh political will oleh negara melalui 

lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan 

hukumannya yang perlu diganti atau yang perlu diubah agar mengarah pada 

suatu pengaturan hukum yang efektif, di mana dalam penerapannya 

memerlukan lembaga dan prosedur-prosedur yang diperlukan. 

Belakangan ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan 

Peradilan Agama telah memulai pergerakan untuk memastikan 

dilaksanakannya ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang 

Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil mengenai pembagian gaji kepada mantan istri dan anak-

anak Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut dapat dilihat dengan dibuatnya suatu 

sistem aplikasi yang dinamakan E-Mosi CaPer. Hal tersebut menandakan 

sudah adanya good will dan political will dari lembaga peradilan, khususnya 

peradilan agama yang dalam hal ini dipelopori oleh Pengadilan Tinggi 

Agama Bengkulu dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, 

untuk lebih memerhatikan nasib dari mantan istri Pegawai Negeri Sipil pasca 

perceraian. Namun untuk implementasi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 

10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri 
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Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil memerlukan lebih dari sekedar good 

will dan political will dari segenap stakeholders, karena tetap saja kekosongan 

hukum berupa sanksi merupakan suatu batu ganjalan dalam tataran eksekusi. 

Untuk mengadakan sanksi dalam implementasi ketentuan tersebut, maka 

diperlukan adanya suatu pembaharuan hukum, khususnya ketentuan 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 

1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, 

yang menurut hemat Peneliti perlu ditambahkan unsur sanksi terhadap 

bendaharawan gaji dan pejabat pembina kepegawaian dalam melaksanakan 

kewajibannya. Dengan adanya ketentuan sanksi, maka secara logis dapat 

diterima suatu premis bahwa ketentuan pembagian gaji kepada mantan istri 

dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita 

hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 

Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 

Permasalahan yang timbul berkaitan dengan pemberian sebagian gaji 

terhadap mantan istri dan anak atau anak-anak Pegawai Negeri Sipil yang 
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selanjutnya perlu dibahas adalah berdasarkan keterangan para Pegawai 

Negeri Sipil pria yang menjadi sampel dalam Penelitian ini, yaitu berkaitan 

dengan kemampuan dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan untuk 

memenuhi kewajibannya menafkahi mantan istri dan anak atau anak-anaknya 

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin 

Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil. 

Telah disinggung sebelumnya bahwa yang menjadi cita-cita atau 

tujuan hukum dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin 

Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil ditemukan pada bagian konsideran huruf b yang 

berbunyi “bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi 

negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi 

masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan 

berkeluarga”, dan huruf d yang berbunyi “bahwa dalam rangka usaha untuk 

lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta 

memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan …”. Frasa pada konsideran 
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huruf b menyiratkan unsur kemanfaatan, sedangkan frasa pada konsideran 

huruf d menyiratkan unsur kepastian dan keadilan.   

 

3. Asas Keadilan yang dirasakan tidak terpenuhi dalam mengimplementasikan 

suatu peraturan perundang-undangan.  

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pertanyaan poin ke kesepuluh 

tentang Bagaimana pandangan tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS 

terhadap mantan istri dan anak-anaknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, semua 

responden berpandangan bahwa peraturan ini cukup berat untuk dijalankan 

karena dirasakan tidak berkeadilan. Peraturan ini terkesan sangat dipaksakan 

terhadap mantan suami dalam menafkahi mantan istrinya dengan menetapkan 

sebesar sepertiga gajinya diberikan kepada mantan istri yang bisa saja diluar 

kemampuan dari mantan suami. 

Dalam Al-Quran surat At-Thalaq ayat 7 berbunyi: 

ا آتاَه  اللَّ   ۚ لََ ي كَل ِّف   م  زْق ه  فَلْي نْفِّقْ مِّ رَ عَليَْهِّ رِّ ۖ  وَمَنْ ق دِّ نْ سَعتَِّهِّ لِّي نْفِّقْ ذ و سَعَةٍ مِّ

ا اللَّ   نَفْساا إِّلَ  مَا آتاَهَا ۚ سَيَجْعلَ  اللَّ   بَعْدَ ع سْرٍ ي سْرا  

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut 

kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi 

nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak 

membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang 
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dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan 

kelapangan setelah kesempitan” (Al-Quran Surat At-Thalaq:7). 

 

Berdasarkan firman Allah dalam surat At Thalaq:7 menyebutkan 

bahwa seorang pria yang rezekinya lapang hendaknya memberikan nafkah 

menurut kemampuannya, sedangkan pria yang disempitkan rezekinya 

hendaknya memberi nafkah dari apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. 

Disini Peneliti menyimpulkan frasa “orang” dalam surat At Thalaq:7 adalah 

“pria” atau “suami” atau “ayah”, karena bila diperhatikan pada konsep surat 

Al Baqarah:233 yang berkewajiban memberi nafkah adalah “ayah” yang 

dalam hal ini sudah menjadi penalaran paling umum adalah berjenis kelamin 

laki-laki. 

Dari surat Al-Quran tersebut di atas saling terkait satu sama lain 

dan konsisten dari sisi muatan hukumnya. Dapat ditarik kesimpulan dari 

konsep yang ada pada kedua ayat tersebut sebagai berikut: 

1. Seorang pria berkewajiban menafkahi keluarganya (anak atau anak-

anaknya) dengan cara yang patut tanpa terkecuali; 

2. Kewajiban menafkahi tersebut didasarkan pada kemampuan pria tersebut 

dalam menafkahi. 

Jika disandingkan konsep yang terdapat baik pada Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang 

Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maupun Al-Quran 

surat Al Baqarah dan At Thalaq, telah menjawab permasalahan mengenai 
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kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak atau anak-anaknya pasca 

terjadinya perceraian dengan mantan istri dengan cara yang patut.  

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban seorang pria 

dalam cerai-talak disebutkan dalam pasal 149 yang berbunyi: 

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang 

atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; 

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 

iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam 

keadaan tidak hamil; 

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila 

qobla al dukhul; 

d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai 

umur 21 tahun. 

 

Dan dalam Pasal 156 disebutkan mengenai akibat perceraian 

sebagai berikut: 

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, 

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya 

digantikan oleh: 

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 

2. Ayah; 

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 

hadhanah dari ayah atau ibunya; 

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah 

dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan 

Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang 

mempunyai hak hadhanah pula; 

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 

dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); 

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 

Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) 

dan (d); 
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f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 

yang tidak turut padanya. 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seorang Pegawai 

Negeri Sipil Pria baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun 

perintah agama melalui Al-Quran diwajibkan untuk menafkahi anak atau 

anak-anaknya hingga anak atau anak-anaknya tersebut dewasa dapat 

mengurus diri sendiri atau 21 tahun. 

Berkaitan dengan akibat perceraian, Kompilasi Hukum Islam disini 

hanya mengatur mengenai pemberian nafkah iddah kepada mantan istri. 

Nafkah iddah itu sendiri memiliki Batasan waktu, yaitu hingga berakhir masa 

iddah dari mantan istri tersebut yaitu kurang lebih 90 hari, atau sampai ia 

melahirkan bila ia dalam keadaan hamil. Dengan demikian konsep pemberian 

nafkah oleh mantan suami kepada mantan istri menurut Kompilasi Hukum 

Islam memiliki perbedaan dengan konsep yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang 

Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut 

tentunya dapat dipahami secara logis bahwa Peraturan Pemerintah No. 10 

Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri 

Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tidak hanya berlaku untuk umat Islam 
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melainkan untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil tanpa memandang latar 

belakang agama dan kepercayaannya.  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada 

Pasal 41 menyebutkan mengenai akibat perceraian adalah sebagai berikut: 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 

keputusannya; 

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan 

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; 

c. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. 

 

Dari ketentuan Pasal 41 huruf c di atas ditemukan suatu kewenangan yang 

bersifat opsional bagi Pengadilan untuk mewajibkan mantan suami 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi 

mantan istri. Opsional disini berarti hakim dalam memutus perkara dapat 

membebankan kepada mantan suami memberikan biaya penghidupan atau 

dengan kata lain nafkah kepada mantan istrinya. Hal ini senada dengan 

ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan 

dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 

1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 

Perbedaan hanya terdapat pada sifat memaksa dari masing-masing peraturan. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c 

tersebut tidak mewajibkan Pengadilan dalam membebankan kewajiban 

kepada mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri pasca 
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perceraian, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin 

Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil mewajibkan Pegawai Negeri Sipil pria memberikan 

sebagian gaji kepada mantan istri. Jadi Pegawai Negeri Sipil pria apapun 

agamanya, pada hakikatnya wajib menafkahi mantan istrinya sesuai dengan 

kemampuan gaji yang diterimanya sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah 

dikarenakan statusnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang harus 

menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan 

ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena aturan 

mewajibkan ia menafkahi mantan istrinya pasca perceraian, selama 

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka seorang Pegawai 

Negeri Sipil berkewajiban menafkahi mantan istrinya pasca perceraian 

sampai dengan mantan istrinya tersebut menikah lagi. 

Pertanyaan tentang apa itu hukum adalah pertanyaan tentang konsep 

hukum. Konsep adalah realitas yang terkandung dalam ranah gagasan, atau 

gagasan sebagai hasil proses konstruksi dalam menangkap realitas empiris, 

dalam hal ini persoalan hukum. Konsep hukum sebagai jawaban atas 

pertanyaan tentang hukum telah dikemukakan oleh banyak ahli sesuai dengan 

realitas empiris yang disebut hukum. Dari beberapa konsep tersebut, konsep 

hukum yang ditonjolkan dalam pembahasan ini, yang isinya adalah aturan 

atau standar yang mengatur perilaku orang-orang yang hidup bersama dalam 



96 

 

masyarakat. Hukum dalam pengertiannya sendiri, sebagaimana diuraikan di 

atas, terdiri atas: 

1. Hukum yang terjadi secara alamiah dalam masyarakat, yang merupakan 

kristalisasi interaksi manusia dalam masyarakat sebagai subjek hukum, 

yang disebut hukum adat; 

2. Hukum yang bersumber dari wahyu-wahyu Tuhan, Allah swt, baik secara 

langsung maupun melalui para nabi dan rasul-Nya disebut hukum agama, 

seperti Islam dan syariat Islamnya;  

3. Undang-undang yang sengaja (dibuat) oleh negara sebagai organisasi 

kekuasaan yang fungsinya semata-mata untuk membuat undang-undang 

atau mengadili, sehingga undang-undang yang disebut terakhir disebut 

konstitusi. 

konsep hukum sebagai seperangkat instruksi biologis (melakukan dan 

melarang) yang mengatur ketertiban dalam masyarakat. Pengertian 

demikian menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan 

ketenteraman, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat. Besarnya peran 

hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadikan hukum sebagai 

acuan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum. Dalam 

penyelenggaraan pemerintahan nasional, hukum memegang peranan penting 

dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang adil. Keadilan adalah 

ukuran yang digunakan untuk menentukan pengaturan yang benar dan salah 

yang diterapkan dalam masyarakat negara. Hukum memiliki kekuasaan 

penuh untuk mengatur penerapan hukum dalam administrasi publik. Dengan 
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kata lain, pemerintahan nasional berlandaskan hukum dan menjadikan 

hukum sebagai landasan sikap dan perilaku. Keadilan sosial adalah bentuk 

lain dari keadilan. Konsep keadilan, seperti halnya hukum, telah banyak 

dikemukakan oleh para ahli berdasarkan sudut pandangnya, namun 

hakikatnya adalah sikap moral yang benar terkait dengan hubungan 

antarmanusia dalam kehidupan bersama bermasyarakat atau bernegara. 

Konsep keadilan dapat direduksi menjadi makna aslinya dalam bahasa, 

karena isi keadilan berasal dari maknanya dalam bahasa.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan adalah kata sifat 

yang menerangkan kata benda atau kata ganti yang memiliki tiga arti. 

Pertama, bobot yang sama; tidak di sisi yang berat; berisi Kedua, sisi kanan; 

untuk berpegang pada kebenaran. Ketiga di kanan; tidak sembarangan.  

C. Tindak lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam 

mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. 

Menurut Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong, Solehan, A.Md., Penata/IIIc, 

NIP.198205052009031006. Dari wawancara dengan beliau didapati 

keterangan mengenai kondisi implementasi ketentuan pemberian sebagian gaji 

Pegawai Negeri Sipil pria untuk anak-anak dan mantan istrinya yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
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1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Disampaikan oleh Solehan 

bahwa selama ini ketentuan pemberian sebagian gaji kepada mantan istri 

belum pernah secara langsung difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Rejang 

Lebong. Kemungkinan para Pegawai Negeri Sipil pria bersangkutan 

berdasarkan putusan pengadilan agama atau karena kesadaran sendiri 

melaksanakan ketentuan tersebut. Adapun alasan Pemerintah Kabupaten 

Rejang Lebong tidak secara aktif menjalankan ketentuan dimaksud adalah 

belum ada peraturan pelaksana dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang 

Lebong, sehingga bagian umum dan kepegawaian tidak berani mengambil 

langkah apapun terkait ketentuan tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Pegawai Negeri Sipil pria yang telah melakukan perceraian di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, tidak ada satupun Pegawai Negeri 

Sipil tersebut yang melaksanakan ketentuan pemberian sebagian gaji kepada 

mantan istri pasca perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; 

2) Kewajiaban pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil yang terdapat 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan 

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil belum bisa dijalankan di Kabupaten 

Rejang Lebong. 

3) Belum memadainya asas keadilan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga 

dirasakan bahwa perkara cerai-talak yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil 

menjadi sebuah hal yang sangat berat dan sulit. 
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B. Implikasi (Saran) 

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas, maka Peneliti memberi 

masukan/saran sebagai berikut: 

1) Sebaiknya dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk selalu 

mengkaji asas-asas rasa keadilan dalam masyarakat dan juga 

mempertimbangkan kaedah-kaedah dalam syariat islam agar suatu peraturan 

perundang-undangan. 

2) Keseimbangan hak dan kewajiban harus lah menjadi sebuah kajian mendalam 

dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. 

 

C. Keterbatan Penelitian 

Akhirnya, dalam penelitian ini harus diakui bahwa masih banyak 

keterbatasan. Dari sekian banyak keterbatasan itu, berikut ini yang bisa peneliti 

sampaikan meskipun masih ada yang belum tersampaikan: 

1) Peniliti mengaku keterbatasan keilmuan yang dimiliki peneliti sendiri, juga 

adanya kesibukan bekerja dan mengurus rumah tangga, penelitian ini sedikit 

banyak memberi wawasan kepada peneliti sendiri. 

2) Masih terdapat jawaban kuisioner yang tidak konsisten, karena responden 

yang cenderung kurang teliti terhadap pertanyaan yang ada dan adanya 

keengganan untuk menjawab pertanyaan, sehingga terjadi tidak konsisten 

terhadap jawaban kuisioner. Hal ini menyebabkan peneliti harus 

mendampingi dan kemudian wawancara ulang kepada responden walaupun 

wawancara tersebut tidak dilakukan dengan struktur yang tepat. 
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